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VISI & MISI
PT BOMA BISMA INDRA (Persero)

VISI:

Menjadi regional leader di bidang manufaktur industry
dan mesin diesel berteknologi tinggi dan ramah
lingkungan

MISI:

1)

2)

/A 4
1% 711 :

Memperkuat kompetensi bidang manufaktur dan
konstruksi yang mampu beradaptasi dengan
kemajuan teknologi informasi.

Menumbuhkan industri mesin diesel yang mampu
menjawab tuntutan pasar, standar regulasi yang
berlaku dengan harga yang kompetitif.
Menumbuhkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi
proses produksi disertai dengan peningkatan
kandungan lokal untuk meningkatkan daya saing
produk.

Solution Provider Orientation melalui bisnis
terintegrasi baik sesama .unit bisnis dalam satu
perusahaan ataupun sinergi BUMN dan mitra
strategis dengan pihak ke-tiga.
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TUJUAN PERUSAHAAN

1) Sebagai masyarakat industry bertekad membangun kepercayaan dan
kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan.

2) Turut mewujudkan industry nasional yang mandiri dan berdaya saing dalam
hal inovasi dan tehnologi untuk mendukung industry hulu dan hilir.

3) Meningkatkan kandungan TKDN untuk setiap produk dan jasa yang
dihasilkan perseroan.

4) Mendukung dan turut berpartisipasi untuk mensukseskan program
pemerintah dibidang kelistrikan dan tol maritime serta pembangunan
infrastruktur lainnya.

5) Mendukung program pemerintah dalam menghasilkan devisa bagi Negara
melalui ekspor produk unggulan.
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SASARAN PERUSAHAAN

Menjadikan PT Boma Bisma Indra (Persero) sebagai
perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi
dengan dukungan struktur modal, sumber daya manusia dan
budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga
melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar
perusahaan diharapkan memberikan kepuasan kepada semua

stake holder.
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NILAI - NILAI PERUSAHAAN

1)Care / Peduli

Kepedulian yang tinggi pada kesejahteraan Pekerja dan penerapan prinsip-
prinsip HSE yang berstandar internasional.

2) Competency / Kompetensi

Dikelola oleh sumber daya manusia professional, memiliki talenta dan
penguasaan teknis yang tinggi serta berkomitmen dalam membangun
kemampuan riset dan pengembangan.

3)CostumerFocus / FokusPelanggan

Berorientasi pada kepentingan peianggan dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan prima pada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip
komersial yang kuat.

4)Competitive / Kompetitif

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya
dan menghargai kinerja.

5)Continues ImprovementI Perbaikan/Penyempurnaan
Terus Menerus

Komitmen untuk memajukan perusahaan dengan pertumbuhan kineria dari
waktu ke waktu guna mengamankan kepentingan stakeholder kunci.

6)Commitment / Komitmen

Komitmen terhadap aturan main serta penyelenggaraan bisnis secara sehat
dan beretika melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen resiko dan tata
kelola organisasi yang modern, transaparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
serta independensi.
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TAGE LINE - PERUSAHAAN

1. BALANCE ( MAINTAINING BALANCE IN EVERY ASPECT )

Keseimbangan dalam aspek Perusahaan-Keluarga; Hak-Kewajiban;
Jasmani-Rohani; dll.

2. BUSINESS ( GIVING THE BEST PROFIT )

Berbisnis harus memberikan keuntungan untuk hidup seluruh stake
holder.

3. INNOVATION ( BRINGING NEW THING FORWARD )

Selalu berusaha mencari yang terbaik.
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STRATEGI PERUSAHAAN

1) Memberikan pelayanan yang istimewa kepada pelanggan untuk
menciptakan pelanggan-pelanggan yang setia.

2) Penguatan kemampuan pemasaran dan engineering serta fasilitas
produksi untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian pesanan
dan peningkatan efisiensi produk.

3) Penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan
kecepatan dan ketepatan data serta meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan.

4) Penguasaan tehnologi dan inovasi untuk memperkuat daya saing
produk unggulan dan penciptaan produk baru ataupun
menciptakan bisnis baru bagi perusahaan.

5) Rekemposisi Sumber Daya Manusia {(SDM)

6) Optimalisasi asset-asset non produksi, restrukturisasi permodalan
dan utang perseroan.
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MUKADDIMAH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa dan atas
berkat rahmat-Nya, Serikat Pekerja PT Boma Bisma Indra (Persero) (SP PT BBI)
dengan pihak Manajemen PT Boma Bisma Indra (Persero) telah berhasil menyusun
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2019-2021 yang didalamnya menampung
aspirasi karyawan dan kepentingan Perusahaan dalam rangka menuju suatu hubungan
kerja yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan semangat yang tercermin dalam
hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Dalam rangka mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan serta berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka
Pengusaha dan Serikat Pekerja merupakan mitra dalam usaha untuk meningkatkan
kinerja Perusahaan melalui peningkatan produldifitas yang juga berarti menjaga
kelangsungan usaha Perusahaan guna perbaikan dan kemajuan taraf hidup pekerjanya,
serta meningkatkan kesejahteraan bersama dengan memperhatikan harkat dan
martabat Pekerja sebagai asset berharga perusahaan.

Untuk itu diperlukan Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar dalam mewujudkan
Hubungan Industrial di Perusahaan yang merupakan hasil musyawarah untuk mufakat
antara Pengusaha dan Serikat Pekerja bertujuan :
Menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Menciptakan ketenangan serta kenyamanan bekerja dan berusaha.
Meningkatkan produktifitas karyawan dan perusahaan.
Membina, menjaga dan meningkatkan disiplin karyawan.
Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan.
Agar tujuan dimaksud dapat berjalan, maka :

a. Perusahaan menetapkan kebijakan untuk membing dan menghargai
karyawan sepadan dengan kemampuan, keahlian, kreativitas, tingkah laku,
maupun disiplin sesuai harkat dan martabat karyawan secara adil.

b. Karyawan memberi kontribusi yang memadai dilandasi semangat
profesionalisme, loyal, dan berdedikasi kepada perusahaan, serta disiplin
dalam iklim kerja yang terbuka dan saling mendukung, menghormati,
menghargai, dan saling mengingatkan.

2E o8 ok o o

Untuk mencapai tujuan bersama baik perusahaan maupun Serikat Pekerja memerlukan
adanya suatu aturan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
sebagai pegangan kedua belah pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan dan Undang-
undang yang berlaku diantaranya :

1) Undang-undang Nomor : 21 tahun 2000 tanggal 4 Agustus 2000 tentang Serikat
Pekerja / Serikat Buruh.
2) Undang-undang Nomor : 13 tahun 3003 tanggal 25 Maret 2003 tentang
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Ketenegakerjaan.

3) Undang-undang nomor : 2 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

4) Keputusan Presiden Nomor : 83 tahun 1998 tanggal 5 Juni 1998 tentang Ratifikasi
Konvensi ILO Nomor : 87 tahun 1948 tanggal 17 Juni 1948 tentang Kebebasan
Berserikat dan Perlindungan Hak Beroganisasi.

5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
per/08/Men/I11/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep-48/Men/IV/2004 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

6) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 37/PUU-IX/2011 tanggal 6 September
2011 tentang Perusahaan dalam meiakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus
sudah memiliki keputusan hukum tetap.

Disamping undang-undang dan ketentua-ketentuan tersebut diatas PKB ini juga
berpegang teguh pada nilai-nilai yang merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah tumbuh dan berkembang dalam
kepribadian bangsa Indonesia, yauit :

a) Suatu hubungan kerja yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa bekerja
adalah bentuk pengabdian kepada Alloh Yang Maha Kuasa.

b) Suatu hubungann kerja berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradap, tidak
menganggap bahwa pekerja / karyaan sebagai factor produksi semata, tetapi
sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya.

¢) Suatu hubungan kerj yang didalamnya memiliki tujuan yang dapat mendorong
persatuan dan kesatuan serta ditujukan untuk kepentingan bersama guna mencapai
tujuan Perusahaan.

d) Suatu hubungan kerja yang berdasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai
mufakat demi kepentingan bersama.

e) Suatu hubungan kerja yang mendorong kearah terciptanya kesejahteraan bersama,

f) Karyawan merupakan salah satu komponen penting dalam keberhasilan kinerja dari
perushaan.

g) Imbalan dan jaminan social yang baik dan adil akan mendorong karyawan dalam
peningkatan kemampuan dan gairah kerja guna mencapai sesuatu yang lebih baik
dalam pekerjaannya.

h) Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja adalah hak
setiap karyawan oleh karena kemampuan dan kreativitas senantiasa akan
dikembangkan dalam peningkatan efektifitas dan produktifitas kerja sesuai
kebutuhan pekerjaan.

i) Kesempatan untuk mengembangkan karir di Perusahaan terbuka bagi setiap
karyawan yang berprestasi tanpa membedakan suku, Agama, Ras,Usia Jenis
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kelamin dan segala jenis perlakuan diskriminatif lainnya.

Dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adanya kejelasan yang mengatur
hak dan kewajiban kedua belah pihak, karena baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja
telah menyadari mempunyai kepentingan saling berkaitan dan bekerjasama saling
menguntungkan.

Akhir kata, semoga seluruh Karyawan dan Manajemen PT Boma Bisma Indra (Persero)
melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dengan sungguh-sungguh,
bertanggung jawab, dan penuh dengan semangat revolusi untuk melakukan
perubahan dan perbaikan perusahaan secara berkelanjutan.

Semoga Ailah - Tuhan Yang Maha Kuasa atas alam semesta, memberikan berkah-Nya
kepada kita bersama dalam mewujudkan cita-cita luhur untuk mengembangkan
perusahaan dan mensejahterakan seluruh karyawan PT Boma Bisma Indra (Persero)
Amin, Amin, Ya Robbal’alamiin.
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BAB I
UMUM

Pasal 1
Pihak-Pihak Yang Membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama (yang selanjutnya disingkat PKB) ini dibuat dan dilaksanakan

bersama-sama antara:

i. PT Boma Bisma Indra (Perseru), Perusahi@an dengan kegiatan dalam bidang
Konversi Energi dengan akte pendirian perusahaan Akte Notaris Hj. Eva Fitri
Sagitarina, SH., Nomor 7 Tanggal 7 Agustus 2019, perihal Pernyataan Keputusan
Rapat Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Perseroan PT Boma Bisma Indra (Persero) yang diwakili oleh Yoyok Hadi
Satriyono (Direktur Utama) yang bertindak mewakili Perusahaan berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma Indra Nomor :
SK-168/MBU/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian, dan
Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Boma Bisma
Indra dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama PT Boma Bisma Indra
(Persero), berkantor pusat di Surabaya,

yang selanjutnya disebut "Perusahaan”.

2. Serikat Pekerja di lingkungan PT Boma Bisma Indra (Persero) yang sudah terdaftar
di Kantor Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur dan sudah memberitahukan kepada
Perusahaan, dalam hal ini diwakili oleh 1 (satu) Serikat Pekerja, vaitu:

Serikat Pekerja PT BBI (Persero), dengan No. Pendaftaran:
250/1141/436.6.12/111/2014, tanggal 12 Maret 2014, yang beralamat di JI. KH. Mas
Mansyur 229 Surabaya dalam hal ini di wakili oleh SUPRIYANTO Ketua Umum
Serikat Pekerja PT Boma Bisma Indra (Persero) dari dan oleh sebab itu bertindak
untuk dan atas nama Serikat Pekeria PT Boma Bisma Indra (Persero) yang
selanjutnya disebut sebagai SP. PT BBI (Persero)

Yang selanjutnya disebut “"Serikat Pekerja”.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan PKB

1. Maksud dibuat PKB ini adalah untuk mengatur hubungan kerja antara karyawan
dengan pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat kerja yang
diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, guna menciptakan kondisi hubungan kerja
yang harmonis, serasi, aman, tertib, saling menghormati dan tercapainya
keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak, berdasarkan dengan prinsip-
prinsip Hubungan Industrial Pancasila sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

4 L
Manajemen /170 Al [ £

N
>
Serikat Pekerja ‘Vf'- /U",}L,/ ﬁ? ’&2, @;ﬂf‘ —

FY .

AT ha1




PERJANJIAN KERJA BERSAMA mﬁ

T )
(PKB)

VAL 020 - S0l Serikat Pekerja PT BBI

i)

Boma Bisma Indra

2. Tujuan PKB ini dibuat untuk :
a. Mengatur dan menyeimbangkan, serta memperjelas hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang harus dipatuhi oleh Perusahaan, Serikat Pekerja dan Karyawan.
b. Memperkuat hubungan kerja di Perusahaan, menjaga keharmonisan,
ketenangan, ketentraman dan ketertiban dalam Perusahaan berdasarkan
Hubungan Industrial Pancasila (HIP).
Manjaga serta meningkatkan kelancaran kegiatan operasional Perusahaan.
Mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang
menyangkut hubungan industrial amtara Perusahaan dengan Serikat Pekerja dan
atau karyawan melalui musyawarah.
Menciptakan produktivitas karyawan dan perusahaan
Meningkatkan kesejahteraan karyawan.
g. Meningkatkan daya saing perusahaan.
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Pasal 3
Lingkup PKB

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini bersifat intern antara perusahaan dengan
Serikat Pekerja dan berlaku bagi Perusahaan dan seluruh karyawan vyang
mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan.

2. Pelaksanaan lingkup PKB ini tetap memperhatikan semua ketentuan didalam
Undang-undang dan Peraturan Perundangan bidang ketenagakerjaan baik yang
berlaku saat ini dan atau yang akan datang, yang saling mengikat antara
perusahaan dan karyawan yang diwakili oleh 1 (satu) Serikat Pekerja.

3. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat aturan baru perundangan yang lebih baik
dari PKB, maka akan mengikuti Perundangan-undangan yang berlaku, dengan
terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama antara perusahaan dengan Serikat
Pekerja.

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak Pembuat PKB

1. Kedua belah pihak secara berkala berkewajiban menerangkan isi, maksud dan
tujuan PKB ini kepada seluruh jajaran Manajemen Perusahaan dan seluruh
Karyawan.

2. Kedua belah pihak wajib untuk mentaati seluruh isi PKB ini dan bertanggung jawab
melaksanakan hal-hal yang tertuang di dalamnya.

3. Kedua belah pihak wajib menjaga serta memelihara hubungan kerja yang baik
demi ketenangan kerja dan ketenangan usaha dalam Perusahaan demi
kelangsungan hidup Perusahaan.

4. Kedua belah pihak wajib saling mengingatkan dan menegur baik secara lisan
atau tertulis apabila salah satu pihak dianggap tidak mentaati isi PKB yang telah
disepakati
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Pasal 5
Pengertian dan Istilah-Istilah Dalam PKB

Perusahaan adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara
{BUMN) bernama PT Boma Bisma Indra (Persero) disingkat PT BBI (Persero)

Home Base adalah tempat awal karyawan ditempatkan dalam organisasi
perusahaan.

Unit Kerja adalah Seluruh Fungsi Organisasi yang ada di PT Boma Bisma Indra
(Persero) baik di dalam maupun di luar negeri.

Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya di singkat PKB adalah merupakan
perjanjian kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku dan
tata cara pelaksanaannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Direksi adalah pengelola Perusahaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), vang terdiri dari para Direktur dan dipimpin oleh
Direktur Utama sebagai pejabat tertinggi dalam Perusahaan atau disebut
pengusaha.

Karyawan adalah setiap pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan dan
mempunyai ikatan hubungan kerja dengan menerima gaji/upah/imbalan jasa dari
Perusahaan.

Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja yang sudah terdaftar pada Instansi
Tenaga Kerja dan sudah memberitahukan keberadaannya secara tertulis kepada
Perusahaan, sesuai Undang-Undang RI Nomor : 21 tahun 2000, tentang Serikat
Pekerja atau Serikat Buruh.

Calon Karyawan Tetap adalah seseorang yang teiah fuius proses seieksi dan
sedang menjalani masa percobaan yang diikat dengan surat perjanjian kerja.

Masa Percobaan adalah masa yang harus dijalani oleh calon karyawan tetap
selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sejak hari pertama menjalani masa
percobaan.

Karyawan Tetap adalah karyawan yang memenuhi persyaratan dan diangkat
melalui Surat Keputusan Direksi dengan Gaji Pokok dan tunjangan-tunjangannya
sesuai Pasal Penggajian yang berlaku.

Karyawan Perbantuan adalah Karyawan yang diperbantukan pada anak
perusahaan atau instansi lain.

Karyawan Penugasan adalah karyawan yang ditugaskan pada anak Perusahaan
atau instansi lain yang dilakukan dengan Perjanjian Kontrak.

Karyawan Aktif adalah karyawan yang masih bekerja dan atau masih tercatat
dalam administrasi perusahaan.

Karyawan Tidak Aktif adalah karyawan yang menjalani Cuti sakit yang
berkepanjangan, cuti diluar tanggungan perusahaan, ditugaskan pada anak
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perusahaan dan yang menjalani MPP.

Karyawan Tidak Tetap adalah karyawan yang bekerja pada Perusahaan dengan
ikatan kerja untuk waktu tertentu atau pekerjaan tertentu.

Tenaga Borongan adalah karyawan yang bekerja pada Perusahaan dengan ikatan
perjanjian kerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang bersifat borongan
dengan menerima bayaran tertentu berdasarkan sifat maupun jenis pekerjaannya,
misalnya bongkar/ muat barang, pengiriman barang, perbaikan,dll.

Keluarga Karyawan adalah Suami / Istri dan anak karyawan yang terdaftar pada
Perusahaan.

Istri / Suami adalah seorang istri / suami yang sah dan telah terdaftar pada
Perusahaan.

Anak adalah anak kandung atau anak tiri atau anak angkat yang sah menurut
hukum dengan jumlah maksimum 3 (tiga) orang, belum berpenghasilan sendiri
atau berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah kawin / nikah
serta telah terdaftar pada Perusahaan.

Ahli Waris adalah janda/ duda dan anak. Apabila ahli waris tidak ada, maka
berlaku ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Gaji Pokok adalah suatu imbalan dasar dari Perusahaan kepada karyawan atas
suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, yang besarnya sesuai dengan
pasal penggajian yang berlaku.

Gaji Tetap adalah penghasilan bulanan yang diberikan Perusahaan kepada
karyawan terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap, tidak
termasuk pajak

Gaji Bruto adalah penghasilan bulanan yang diberikan Perusahaan kepada
karyawan terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap dan tidak
tetap, tidak termasuk pajak

Eselon, Grade dan Indeks adalah tingkatan sistem Karir Karyawan yang
berkorelasi dengan Sistem Imbal Jasa (Remunerasi) Perusahaan.

Tunjangan adalah suatu imbalan bulanan yang diterima oleh karyawan yang
diatur sebagai berikut;

a. Tunjangan Tetap adalah suatu imbalan bulanan yang diterima oleh karyawan
secara teratur pembayarannya dan tidak terikat oleh ketidak-hadiran karyawan
yang diijinkan dan bersifat melekat kepada seluruh karyawan, sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 (Tunjangan Tetap al. : Tj. Keluarga, Tj.Perumahan,
Tj.Fungsional, dan Tj.Peralihan)

b. Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu imbalan bulanan yang diterima oleh
karyawan secara teratur pembayarannya tetapi terikat oleh Kehadiran atau yang
ditentukan dengan persyaratan khusus (Misal tunjangan: Transport, Jabatan,
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Profesional, Kemahalan, dll yang sejenis dengan makna tersebut diatas)

26. Fasilitas adalah pemberian kemudahan dari perusahaan kepada karyawan berupa
sarana kebutuhan dan atau bentuk lain yang penggantinya diperlukan untuk
ketancaran pelaksanaan tugas

27. Tugas lapangan/Detasering adalah Penugasan karyawan oleh Perusahaan
sehubungan dengan pekerjaan diluar home base dalam kurun waktu tertentu (lebih
dari 14 hari kalender) untuk waktu pertama di lapangan dan karyawan harus
meninggalkan keluarganya

28. Tunjangan Lapangan adalah suatu nilai tertentu yang diberikan kepada
karyawan yang bertugas meninggalkan keluarga (detasering) sesuai jenjang
jabatannya dilapangan, dan tidak terkait dengan jabatan di Home Base.

29, Pejabat pengganti karyawan Detasering adalah pejabat sementara yang
menggantikan pejabat yang ditugaskan detasering di lapangan dengan
mendapatkan tunjangan yang semestinya, dan nilai jabatannya bersifat sementara.

30. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara
perusahaan dengan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

31. Penghargaan adalah pengakuan yang diberikan oleh perusahaan kepada
karyawan atas prestasi tertentu atau hal-hal khusus dari yang bersangkutan.

32. Tunjangan Hari Tua adalah suatu jaminan kesejahteraan bagi karyawan dan
keluarganya yang telah diberhentikan sebelum atau pada akhir masa kesepakatan.

33. Jaminan Hari Tua (JHT) adalah suatu jaminan Kesejahteraan bagi karyawan
yang telah diberhentikan sebelum atau pada akhir masa kepesertaan dalam bentuk
pembayaran sekaligus.

34. Pensiun / Purna Bhakti adalah berakhirnya masa kerja karyawan tetap pada saat
mencapai usia pensiun.

35. Pensiun Dini adalah program yang ditawarkan kepada karyawan yang memenuhi
persyaratan tertentu.

36. MPP (Masa Persiapan Pensiun) adalah Masa Pembebas tugasan selama 1 (satu)
tahun sebelum Usia Pensiun Normal (UPN).

37. Masa Kerja adalah waktu kerja yang dijalani karyawan secara terus menerus
dihitung sejak tanggal yang bersangkutan bergabung dengan perusahaan.

38. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan
yang melanggar ketentuan tentang kewajiban dan larangan karyawan yang secara
lengkap tertuang dalam Peraturan Hukum Disiplin Karyawan Perusahaan (PHDK).

39. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada karyawan oleh
perusahaan karena melanggar peraturan disiplin.

40. Insentif adalah suatu imbalan jasa yang berupa uang diberikan kepada individu,
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45.
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48.

kelompok kerja atau unit kerja atas prestasi yang dicapai.

Bonus adalah suatu imbalan jasa berupa uang kepada seluruh karyawan yang
didasarkan pada laba bersih Perusahaan sesuai dengan Surat Edaran Menaker No:
SE-07/MEN/1990

Hubungan Industrial (HI) adalah hubungan kerja yang harmonis antara

Perusahaan dengan karyawan yang menganggap satu sama lain sebagai mitra
usaha yang saling membutuhkan dengan berdasarkan Pancasila.

Solvabilitas adalah perbandingan antara total aktiva dan total hutang perusahaan
pada saat tertentu.

Spin off / Restrukturisasi / Efisiensi adalah pengurangan karyawan yang
disebabkan adanya penataan organisasi dan efisiensi biaya.

Cuti adalah suatu kelonggaran / ijin kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada
karyawan/karyawati untuk tidak masuk bekerja dalam waktu tertentu.

. Atas Permintaan Perusahaan (APP) adalah program pengurangan karyawan

atas program perusahaan.

Istirahat Panjang adalah istirahat yang diberikan perusahaan kepada karyawan
setelah menjalani masa kerja (enam) tahun secara terus menerus pada perusahaan
yang sama.

Kecelakaan Kerja adalah peristiwa / kecelakaan yang menimpa karyawan pada
saat berangkat kerja / di tempat kerja dan atau saat pulang kerja sebagaimana
ketentuan dalam BPJ]S Ketenagakerjaan.
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BAB II
PENGAKUAN PERUSAHAAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA

Pasal 6
Pengakuan dan Fasilitas Serikat Pekerja

. Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja adalah organisasi yang sah yang
mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya dan atau yang diberi Surat
Kuasa oleh karyawan yang bukan anggotanya tetapi masih mempunyai hubungan
kerja dengan perusahaan.

. Perusahaan memberikan fasilitas dan kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan
bagi pengurus dan atau anggota Serikat Pekerja, selama kegiatan itu dimaksudkan
untuk kemajuan para anggotanya dan perkembangan hubungan yang baik dengan
pihak perusahaan dan tidak berafiliasi pada organisasi pelitik tertentu.

. Setiap karyawan bebas menjadi anggota Serikat Pekerja yang sudah diakui oleh
Perusahaan.

. Karyawan yang dapat menjadi pengurus Serikat Pekerja adalah semua anggota
Serikat Pekerja, kecuali yang tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang
berlaku.

. Yang berhak melakukan dialog dengan pihak perusahaan adalah Ketua Umum,
Ketua, Sekretaris dan atau Anggota yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja.

. Komunikasi antara Serikat Pekerja dan perusahaan dilakukan secara periodik
sekurang-kurangnya satu hulan sekali untuk menyampaikan informasi secara umum.

. Atas permintaan secara tertulis dari Serikat Pekerja, Perusahaan wajib memberikan
keterangan yang diperlukan tentang hal-hal yang menyangkut pelaksanaan
ketenagakerjaan.

. Dalam aktivitasnya secara institusional, Serikat Pekerja harus tunduk kepada
Perjanjian Kerja Bersama ini dem Peraturan Perundangan yang berlaku.

. Perusahaan memperhatikan usulan tertulis dari serikat pekerja tentang penyusunan
RKAP yang menyangkut tentang kesejahteraan karyawan dan ketenagakerjaan.

Pasal 7
Pengakuan Serikat Pekerja Terhadap Perusahaan

. Serikat Pekerja mengakui bahwa perusahaan mempunyai hak untuk mengatur,
mengelola dan menjalankan usahanya sesuai kebijaksanaan perusahaan, sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah Republik
Indonesia serta segala ketentuan yang terdapat dalam PKB ini.

. Sebagai partner /pendukung utama bisnis perusahaan, Serikat Pekerja harus
bertanggungjawab terhadap para anggotanya untuk bersama-sama berpartisipasi
meningkatkan motivasi dan produktifitas kerja.
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. Demi lancarnya usaha perusahaan, Serikat Pekerja mengakui kebijakan perusahaan

yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan atau Peraturan
Perundangan yang berlaku, dimana kebijakan tersebut dapat dikeluarkan setiap
waktu sesuai dengan perkembangan dan keperfuan Perusahaan.

Pasal 8
Ketentuan dan Jaminan Penyelenggaraan Kegiatan

Bagi Serikat Pekerja

. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PKB ini, Perusahaan tidak akan
menghalang-halangi Pengurus atau wakil yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja untuk
melaksanakan tugas-tugas organisasi atau memenuhi pangggilan Pemerintah guna
kepentingan organisasi atau Negara dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai
karyawan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

. Atas permintaan Serikat Pekerja, perusahaan memberikan dispensasi untuk
menjalankan fungsi organisasi;

. Sesuai kebijakan Direksi, Perusahaan akan memberikan bantuan kepada Serikat
Pekerja dan atau wakil-wakil yang ditunjuk oleh Serikat Pekerja sesuai kemampuan
sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) di atas;

. Permohonan dispensasi untuk melaksanakan sebagaimana tersebut dalam ayat (3)
disampaikan kepada Perusahaan secara tertulis, setelah terlebih dahulu
dikoordinasikan dengan atasan langsungnya sekurang-kurangnya 2 (dua) hari
sebelumnya.

. Serikat Pekeria menjamin bahwa pemogokan dan unjuk rasa hanya akan
dilaksanakan sebagai alternatif terakhir apabila upaya musyawarah sudah tidak
dimungkinkan, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Perundangan
yang berlaku.

. Pekerja yang dipilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja atau yang ditunjuk oleh
Pengurus untuk menjadi wakil Serikat Pekerja tidak akan mendapat tindakan
diskriminatif atau tekanan langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan/
Atasannya oleh karena fungsinya sehingga tidak menghambat/ mengahalangi karir
yang bersangkutan dalam perusahaan.

. Perusahaan memberitahukan kepada Serikat Pekerja perihal penutupan (tidak
beroperasinya Perusahaan) dan/atau akan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan
pengadilan dan pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Peraturan Perundangan
yang berlaku.

. Untuk suatu keperiluan tertentu, Pengurus Serikat Pekerja dapat memanggil
anggotanya secara tertulis dengan tembusan kepada atasannya, dan
sepengetahuan / izin atasan langsung.
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Pasal 9
Fasilitas Dan Kemudahan Bagi Serikat Pekerja

|

1. Untuk menunjang program dibidang Sosial Serikat Pekerja bagi anggotanya,
Perusahaan dapat membantu pelaksanaannya derngan berpedoman pada ketentuan
petunjuk pelaksanaan Serikat Pekerja sesuai kemampuan perusahaan.

2. Perusahaan menyediakan ruangan kantor bagi masing-masing Serikat Pekerja
dengan perlengkapan termasuk papan nama di dalam lingkungan perusahaan.

3. Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi Serikat Pekerja pada lokasi-
lokasi yang mudah dibaca Karyawan di dalam lingkungan perusahaan. Sebelum
pengumuman tersebut ditempelkan pada papan pengumuman maka 1(satu) salinan
(contoh) pengumuman tersebut akan disampaikan kepada perusahaan.Atas
permintaan tertulis Serikat Pekerja, Perusahaan dapat memberikan ijin Serikat
Pekerja mengadakan rapat/pertemuan dengan para anggotanya pada ruangan milik
perusahaan dengan meminjamkan peralatan yang diperlukan

4. Atas permintaan tertulis Serikat Pekerja, Perusahaan dapat memberikan ijin Serikat
Pekerja mengadakan rapat/pertemuan dengan para anggotanya pada ruangan milik
perusahaan dengan meminjamkan peralatan yang diperlukan

Pasal 10
Pemungutan Iuran Wajib Bagi Anggota Serikat Pekerja

Atas permintaan Serikat Pekerja, Perusahaan membantu melaksanakan pemotongan upah
Karyawan untuk iuran anggota Serikat Pekerja atas persetujuan Karyawan dengan berpedoman
pada ketentuan dan petunjuk Pelaksanaan dari Serikat Pekerja dan pengelolaannya diatur oleh
Serikat Pekerja.

Pasal 11
Perubahan Pengurus Serikat Pekerja

Serikat Pekerja memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan dan instansi terkait bila
terjadi penggantian pengurus

Pasal 12
Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pengurus Dan Anggota

Untuk memperlancar jalannya organisasi Serikat Pekerja, maka perusahaan memberikan
bantuan fasilitas kepada Serikat Pekerja berupa kendaraan dan bantuan dana untuk pendidikan,
seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan organisasi Serikat Pekerja sesuai kemampuan
perusahaan
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BAB III
HUBUNGAN KERJA

Pasal 13
Status Karyawan

Status karyawan terdiri dari:
a) Karyawan Tidak Tetap

b) Calon Karyawan Tetap

c) Karyawan Tetap

Apabila Perusahaan melakukan Kerja Sama Operasi secara penuh (total kontrak
manajemen) maka Perusahaan melibatkan Serikat Pekerja pada saat pembahasan
status dan hak Karyawan.

Pasal 14
Penerimaan Karyawan

. Apabila ada lowongan pekerjaan yang perlu diisi, maka Perusahaan melakukan
proses seleksi secara terbuka sesuai dengan prosedur yang berlaku serta status
keanggataan Serikat Pekerja.

Lowongan pekerjaan harus diisi oleh pelamar yang telah memenuhi persyaratan
profesionalisme dan administrasi, diutamakan dari dalam yang terlebih menjadi
karyawan kontrak/THL.

. Perusahaan memberikan informasi perihal data kebutuhan karyawan baru, formasi
jabatan yang perfu diisi dan / atau jumiah karyawan terakhir.

Pasal 15
Masa Percobaan

. Pelamar kerja yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima maka diikat
dengan kontrak masa percobaan seiama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
untuk 1 (satu) kali serta wajib untuk menyerahkan asli ijasah terakhir pada
Perusahaan.

. Masa Percobaan dimaksudkan sebagai penyesuaian dan untuk mengetahui
perkembangan/ kesanggupan/ kemampuan karyawan serta memberikan
kesempatan kepada perusah@an untuk mengevaluasi hasil, cara kerja dan
kepribadian calon karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan.

. Selama masa percobaan, dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sewaktu-
waktu dengan tanpa syarat apapun.

. Selama menjalani masa percobaan, calon karyawan memperoleh hak atas gaji serta
hak-hak lain yang ditetapkan oleh perusahaan dengan tidak kurang dari ketentuan
UMK disetiap kota / kabupaten / dalam satu propinsi.
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. Setelah selesai menjalani masa penilaian, Prajabatan selama 3 (tiga) bulan,
Perusahaan harus menetapkan status kepegawaian calon karyawan tersebut secara
jelas dan tegas jika memenuhi persyaratan sebagai karyawan tetap (produktifitas
meningkat) dan sesuai dengan SOP

. Masa kerja selama masa percobaan dihitung penuh sebagai masa kerja pada
Perusahaan

Bahwa selama masa percobaan calon karyawan tetap yang akan melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan wajib untuk mengembalikan seluruh
biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan

Pasal 16
Pengangkatan Karyawan

. Atas pertimbangan Perusahaan, Karyawan yang telah selesai menjalani masa
percebaan dan masa penilaian serta dinyatakan memenuhi kriteria dan persyaratan
yang diperlukan (setelah uji presentasi uji test (psiko dan kesehatan) oleh pihak
ketiga sesuai bidangnya. maka Karyawan yang bersangkutan harus diangkat
menjadi Karyawan tetap dengan Surat Keputusan (SK) dari Perusahaan, dan masa
kerjanya terhitung sejak mulai bergabung dengan perusahaan.

- Atas pertimbangan Perusahaan, Karyawan tidak tetap (tidak termasuk tenaga kerja
asing yang dipekerjakan oleh Perusahaan) yang sudah menjalani masa kontrak kerja
(PKWT) selama 2 (dua) tahun, dan diperpanjang 1 (satu) tahun berturut-turut pada
akhir tahun ke-3 (tiga) Perusahaan harus mengadakan seleksi untuk menjadi
karyawan tetap atau menghentikan kontrak yang ada sesuai ketentuan yang
berlaku.

. Peningkatan status THL menjadi PKWT dan seterusnya.
Pasal 17
Karyawan Perbantuan

- Dalam rangka sinergi Perusahaan dan Pengembangan karir Karyawan, Perusahaan
dapat memperbantukan Karyawan ke/dari anak Perusahaan atau instansi lain.

. Ketentuan pelaksanaan tentang Karyawan Perbantuan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direksi.
Pasal 18
Karyawan Penugasan

- Ketentuan pelaksanaan tentang Karyawan Penugasan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direksi.

. Untuk Kepentingan Perusahaan, Perusahaan dapat menugaskan Karyawan untuk
dipekerjakan di anak Perusahaan atau instansilain untuk jangka waktu tertentu.
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BAB 1V
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Pasal 19
Waktu Kerja

1. Jumlah hari kerja perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu.
2. Jumlah jam Kerja Perusahaan adalah 8 (delapan) jam perhari dan 40 (empat puluh)
jam perminggu, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
a. Surabaya : Hari Senin sampai dengan Kamis
e Jam 07.30 - 16.30 WIB
- Istirahat jam 11.30 - 12.30 WIB
e Hari Jumat jam 07.30-16.45 WIB
- Istirahat jam 11.30 - 12.45 WIB
b. Pasuruan . Hari Senin sampai dengan Kamis,
Jam 07.00 - 16.00 WIB
Istirahat jam 11.30 - 12.30 WIB
e Hari Jumat jam 07.00-16.15 WIB
Istirahat jam 11.15 - 12.30 WIB

3. Waktu kerja Satpam diatur sebagai berikut :
Shift T : 06.00 - 14.30 WIB
Shift II : 14.00 - 22.30 WIB
Shift III : 22.00 - 06.30 WIB

4. Waktu kerja untuk pekerjaan di proyek atau di lapangan termasuk satpam
ditetapkan 6 (enam) hari kerja seminggu dan jam. kerjanya disesuaikan dengan jam
kerja di daerah lingkungan setempat, yang jumlahnya tidak akan lebih dari 40
(empat puluh) jam seminggu.

5. Hari istirahat mingguan bagi karyawan yang lokasi kerjanya di kota Surabaya,
Pasuruan, Kantor-kantor yang dimiliki Perusahaan ialah hari Sabtu dan hari Minggu.
Sedangkan untuk karyawan yang bekerja di proyek atau di lapangan ialah hari
Minggu. Khusus satpam hari liburnya sesuai dengan jadwal rolling.

6. Dalam hal pekerjaan yang bersifat khusus, Perusahaan berhak mengatur hari dan
jam kerja yang ditentukan lain, dengan jumlah jam dan hari kerja sebagaimana
dimaksudkan ayat (2) dan ayat (3), harus ijin ke Instansi Tenaga Kerja, serta
memberitahukan ke Serikat Pekerja.

Pasal 20
Kerja Lembur

1. Bekerja melebihi dari jam kerja yang telah ditentukan sebagaimana pasal (19)
dinyatakan sebagai kerja lembur.

2. Untuk kepentingan Perusahaan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang
mendesak, karyawan wajib melaksanakan kerja lembur apabila ditugaskan untuk
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kerja lembur.
Karyawan yang melakukan kerja lembur berhak atas pembayaran upah lembur.

Tata cara pelaksanaan kerja lembur akan diatur dengan Keputusan Direksi dengan
mempertimbangkan saran dan usulan dari Serikat Pekerija.

. Karyawan yang melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 4 jam terus
menerus wajib diberikan istirahat 1 jam dan makan 1 kali. Dengan diberlakukannya
lembur maksimal 3 jam per hari kerja, maka kerja lembur sekurang-kurangnya 1
jam terus menerus dilaksanakan pada jam-jam makan, wajib diberikan makan 1
kali dan waktu istirahat tidak dihitung sebagai kerja lembur.

. Bagi karyawan yang tidak berhak atas upah lembur, apabila diperlukan bekerja
pada hari kerja reguler diluar jam kerja maupun hari Sabtu, Minggu dan atau libur
nasional, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi kehadiran, yang
besarnya selalu dievaluasi setiap tahun dan ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Pasal 21
Kerja Shift

Demi Kelancaran Kepentingan operasional Perusahaan, Perusahaan dapat
menjalankan kegiatannya 24 (dua puluh empat) jam sehari dengan sistem 2 (dua)
atau 3 (tiga) giliran kerja. Aturan pelaksanaannya ditentukan oleh Manajemen
Perusahaan dengan sepengetahuan pihak Serikat Pekerja.

Dalam melaksanakan pergantian shift, yang akan meninggalkan pekerjaannya
harus melakukan serah terima tugas kepada karyawan penggantinya.

Apabila karyawan pengganti ternyata tidak datang ditempat kerja pada waktu
yang telah ditentukan, karyawan yang bersangkutan dapat melanjutkan
pekerjaannya dengan pengertian kerja lembur dan mendapatkan persetujuan
atasannya (dalam hal ini ketentuan pasal. 20 ayat (5) tidak diberlakukan

. Karyawan pengganti yang tidak datang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan.
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BAB V
CUTI

Pasal 22
Cuti Tahunan

Karyawan yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan sejak bergabung di
Perusahaan secara terus menerus, berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas)
hari kerja, (berdasarkan UU Ketenagakerjaan)

Berdasarkan masa kerja karyawan pada Perusahaan, maka Karyawan berhak
memperoleh cuti sebagai berikut :

a. Masa kerja 1 s/d kurang dari 5 tahun  : 12 hari kerja/tahun

b. Masa kerja 5 s/d kurang dari 10 tahun : 15 hari kerja/tahun

c. Masa kerja 10 tahun atau lebih : 18 hari kerja/tahun

Selama menjalankan cuti tahunan, gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan
secara penuh.

Karyawan yang akan menggunakan hak cuti tahunannya, wajib mengajukan
permohonan pelaksanaan cuti tahunan secara tertulis selambat-lambatnya 1
(satu) minggu sebelum cuti tahunan tersebut dilaksanakan, kecuali untuk
kepentingan yang tidak dapat ditunda.

Cuti tahunan berlaku secara rolling 3 (tiga) tahun dengan tahun vyang
bersangkutan, dan penangguhannya hanya beriaku 1 (satu) kali penangguhan,
selanjutnya dinyatakan gugur, penundaan oleh atasan sampai dengan maksimum
6 bulan pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan cuti tahunan tidak boleh diganti dengan uang, kecuali sebagai
pengganti waktu cuti tahunan yang belum dilaksanakan oleh karyawan yang
bekerja di Proyek dan atau diberhentikan.

Karyawan yang pada masa cuti tahunan tenaganya dibutuhkan oleh Perusahaan
secara tertulis minimal oleh pejabat struktural 1 (satu) tingkat dibawah Direksi,
maka kepada yang bersangkutan diberikan kompensasi berupa uang, dan hak cuti
tahunannya tersebut dinyatakan telah diambil.

Dalam hal karyawan tidak dapat menggunakan hak cutinya Karena kegiatan
perusahaan yang tidak dapat ditinggalkan, maka kayawan wajib mengajukan
permohonan cuti ke unit kerja yg menagani fungsi SDM dengan catatan
penundaan pelaksanaan cuti dari atasannya. Berdasarkan permohonan tersebut,
maka masa kadaluarsa hak cuti karyawan diperpanjang maksimum 6 (enam)
bulan. Apabila perpanjangan masa hak cuti tersebut tidak dipergunakan oleh
karyawan (dengan alasan apapun), maka hak cutinya gugur.

. Perusahaan harus menginformasikan hak cuti kepada karyawan secara berkala dan
karyawan harus mengajukan pemohonan cuti secara prosedural,
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Pasal 23
Cuti Besar

1. Cuti Besar diberikan selama 3 (tiga) bulan kalender setelah karyawan bekerja
selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak bergabung di Perusahaan tanpa
terputus.

2. Selama menjalani cuti besar, karyawan berhak atas Gaji pokok+tunjangan
tetap.

3. Karyawan yang akan menggunakan hak cuti besar wajib mengajukan permohonan
pelaksanaan cuti besar secara tertulis kepada atasan langsung selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti besar tersebut dilaksanakan sesuai tata
cara yang berlaku dan atas persetujuan tertulis oleh Direksi

4. Apabila dilakukan penolakan dan atau ditunda oleh atasan minimal pejabat selevel
GM. maka karyawan akan mendapatkan penundaan atas hak cuti besar tersebut
sampai dengan maksimum 1 tahun, dan selanjutnya cuti yang belum diambil
harus diambil saat mendekati MPP, dan apabila tetap ditolak atau ditunda maka
berlaku ayat (5)

5. Apabila pengajuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tersebut di atas ditolak
atau ditunda demi kepentingan perusahaan secara tertulis dengan alasan yang
jelas, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar
Upah (Pokok dan Tunjangan Tetap) perbulan kali lamanya cuti yang ditolak

6. Pencairan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah sebagai
berikut:

a. Kompensasi untuk cuti besar periode 1 dapat diambhil setelah tahun ke 7.
b. Kompensasi untuk cuti besar periode II dapat diambil setelah tahun ke 13.

7. Apabila pengajuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tersebut di atas ditolak
atau ditunda demi kepentingan perusahaan secara tertulis dengan alasan yang
jelas, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar
gaji Pokok dan Tunjangan Tetap perbulan kali famanya cuti yang ditolak.

Pasal 24
Cuti Haid, Cuti Melahirkan Dan Keguguran Kandungan

1. Setiap karyawati diberikan hak cuti haid selama 2 (dua) hari tiap bulan saat
mengalami haid (menstruasi)

2. Untuk persalinan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, karyawati berhak atas
cuti bersalin. Dan yang dimaksud persalinan pertama adalah persalinan yang
terjadi sejak yang bersangkutan menjadi karyawan tetap.

3. Lamanya cuti bersalin adalah 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan
1,5 {(satu setengah) bulan sesudah melahirkan, dan permohonan cuti bersalin
harus dilampiri dengan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan yang
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Karyawati yang telah menjalani cuti bersalin diwajibkan bekerja kembali ke
Perusahaan setelah masa cutinya berakhir.

Karyawati yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti keguguran
kandungan paling lama 1 !/, (satu setengah) bulan dan harus ada surat
keterangan dokter kandungan atau bidan yang merawatnya

. Selama menjalani cuti melahirkan dan keguguran kandungan karyawati tetap
menerima gaji secara penuh kecuali tunjangan transport dan tunjangan jabatan

Pasal 25
Cuti Sakit

Karyawan yang tidak masuk kerja karena alasan sakit wajib menyerahkan Surat
Keterangan Dokter dan copy resep dokter

Cuti sakit diberikan bagi karyawan yang secara terus menerus sakit, dengan
menyampaikan surat keterangan dokter, paling lama 1 (satu) tahun

Dalam hal karyawan cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (2), saat kembali
bekerja kepada karyawan yang bersangkutan diharuskan membawa Surat
Keterangan Dokter bahwa yang bersangkutan dapat bekerja kembali

Pengaturan gaji selama karyawan sakit sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat
(9) dan ayat (2)

. Karyawan yang menjalani cuti sakit yang lama (lebih besar dari satu tahun)
sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berhak atas cuti tahunan dan tidak
diperhitungkan sebagai masa kerja yang ditentukan untuk hak cuti besar

Pasal 26
Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan

Cuti diluar tanggungan Perusahaan dapat diberikan kepada karyawan yang telah
bekerja selama 5 (lima) tahun secara terus-menerus, dengan alasan:
a.Menjalankan ibadah keagamaan yang kedua dan selanjutnya.
b.Melahirkan anak ke 4 dan seterusya
c.Mengikuti suami/istri tugas ke luar negeri
d.Melanjutkan pendidikan di luar tanggungan perusahaan
Ijin cuti diluar tanggungan Perusahaan hanya dapat diberikan oleh Direktur Utama
dan diajukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan cuti melalui
pimpinan tertinggi pada fungsi masing-masing
Selama waktu melaksanakan cuti diluar tanggungan Perusahaan, karyawan tidak
mendapat penghasilan dan segala fasilitas lainnya dari Perusahaan
Kewajiban-kewajiban untuk membayar premi asuransi, iuran keanggotaan dan
lain-lain yang menjadi kewajiban Perusahaan, ditanggung sepenuhnya oleh
karyawan yang bersangkutan
Cuti diluar tanggungan Perusahaan diberikan minimal 1 (satu) bulan, maksimal 6
(enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang T (satu) kali
Apabila alasan cuti diluar sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) serta tidak

B 2 o st 3 s I

7




PERJANJIAN KERJA BERSAMA b L.
(PKB) TS

FAMUN20:0- 2001 Serikat Pekerja PT BBI

i)

Boma Bisma Indra

memenuhi ketentuan ayat (5), maka karyawan yang bersangkutan dianggap
mengundurkan diri

7. Selama jangka waktu peiaksanaan cuti diluar tanggungan Perusahaan tersebut
masa kerja karyawan yang bersangkutan tidak dihitung untuk kenaikan gaji pokok
berkala, Kenaikan eselon atau grade dan perhitungan penghargaan masa bakti

Pasal 27
Dispensasi Karena Alasan Penting

Perusahaan akan memberikan dispensasi kepada karyawan dengan tetap mendapat
gaji dalam hal:

Karyawan yang bersangkutan menikah, selama 3 (tiga) hari kerja.

Anggota keluarga serumah meninggal dunia, selama 3 (tiga) hari kerja
Membaptiskan anak yang sah, selama 2 (dua) hari kerja
Suami/Isteri/anak/orang tua/mertua/menantu, saudara kandung meninggal
dunia, selama 3 (tiga) hari kerja

Isteri karyawan melahirkan / keguguran kandungan, selama 2 (dua) hari kerja
Mengkhitankan atau Mengawinkan anak yang sah, selama 2 (dua) hari kerja.

PUNE

o n

Pasal 28
Ijin Meninggaikan Tempat Kerja Dalam Jam Kerja

1. Ijin meninggalkan tempat kerja dalam jam kerja harus seijin atasan langsung
minimal setingkat Kepala Seksi dengan mengisi formulir yang disediakan

2. Ijin yang dimaksud ayat (1) diberikan untuk kepentingan dinas dan kepentingan
pribadi yang sangat mendesak (misalnya keluarga sakit keras, kecelakaan dan
Sakit saat jam kerja atas rekomendasi dokter Poliklinik, dengan ketentuan
diberikan ijin dari satu unit kerja yang sama maksimal 5 orang dan 1 orang SDM
untuk keluarga karyawan yang meninggal).

Pasal 29
Jam Hilang
1. Jam hilang adalah jam kerja karyawan yang hilang yang dikarenakan karyawan

tidak bekerja sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (keterlambatan, ijin untuk
keperluan pribadi bukan karena sakit dan pulang lebih cepat).

2. sanksi yang diberikan akibat jam hilang adalah pemotongan gaji karyawan dari
unsur nilai proposional sanksi, (jumlah jam kerja yang hilang dibagi total jam kerja
per org 1 bIn) x gaji bruto dan tidak dikaitkan dengan Pasal-pasal yang lain

3. Selain diberikan sanksi pemotongan sebagaimana ayat (2) diatas ditambahkan
sanksi peringatan tertulis sesuai PHDK yang berlaku

4. Dispensasi jam hilang dapat diberikan dikarenakan terjadinya force majeur dengan
persetujuan atasan

Manajemen
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Pasal 30
Sanksi Mangkir

Sanksi yang diberikan karena karyawan tidak masuk bekerja pada hari kerja yang ditentukan
tanpa alasan sah (mangkir) dilakukan pemetongan gaji perhari dar. perhitungan gaji bruto
yang diterima per bulan.

BAB VI
PENGGAJIAN

Pasal 31
Eselonisasi Dan Grade
1. Eselon dan Grade hanya berlaku untuk karyawan tetap sesuai dengan Surat
Keputusan Direksi

2. Kenaikan Eselon dan Grade diatur dengan kriteria yang jelas dan procedural

3. Untuk Kenaikan ke Eselon IV s/d II baik Jabatan structural dan Fungsional wajib
terlebih dahulu dilakukan assessment Fit and Proper dan Presentasi Test program
kerja dan dalam rangka peningkatan performent dilevel yang akan ditempati

4, Sedangkan untuk kenaikan ke Eselon I wajib mempersyaratkan adanya jabatan
yang kosong di level Eselon I yaitu jabatan setingkat General Manager, dengan
persyaratan minimal menduduki Top Grade Eselon II dan dengan terlebih dahulu
dilaksanakan fit and proper dan presentasi Test Program kerja dan dalam rangka
peningkatan performen jabatan level I yang sedang kosong

5. Untuk tenaga structural yang tidak lulus / tidak disarankan harus diadakan evaluasi
/ penggantian pejabat baru, yang diumumkan resmi oleh perusahaan, dengan
terlebih dahulu diadakan uji fit and proper test oleh pihak ke III

6. Untuk menunjang uji kelayakan, perusahaan akan memberikan training/pelatihan
kepada karyawan yang bersangkutan untuk mendukung jenjang eseion yang iebih
tinggi

7. Guna menjamin tingkat profesionalisme pada ayat (3) dan (4), apabila saat uji
kelayakan (Fit & Proper) dan Uji presentasi tidak lulus / tidak layak, maka
karyawan yang bersangkutan, cukup pada posisi top grade eselon, dan hanya naik
nilai tunjangan sebagai hasil penilaian berkala.

8. Tatacara pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Direksi dan terlebih dahulu
didiskusikan dengan Serikat Pekerja
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Pasal 32
Penetapan Dan Komponen Gaji

1. Penetapan gaji karyawan didasarkan kepada:

a. Eselon dan Grade untuk Karyawan Tetap dengan mempertimbangkan skala gaji
yang wajar dan layak antara Eselon dan Grade terendah dengan Eselon dan
Grade tertinggi sesuai prestasi dan kinerja karyawan

b. Kesepakatan antara Karyawan tidak tetap (PKWT) dengan Perusahaan untuk
karyawan tidak tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Perundang
Undangan yang berlaku {minimal UMK yang berlaku)

c. Struktur Penggajian terdiri dari Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan
Tidak Tetap

d. Dalam hal komponen Gaji terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka,
besar upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah gaji pokok dan tunjangan

tetap
e. Pelaksanaan komposisi gaji pokok terhadap tunjangan tetap akan dilakukan
setelah perusahaan dalam kondisi laba sesuai RUPS,

2. Penetapan besarnya komponen gaji, sistem penggajian serta tatacara
pembayarannya ditetapkan dalam sistem tersendiri dengan Keputusan Direksi
setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama antara Serikat Pekeria dan
Manajemen

3. Tunjangan profesionalisme atau tunjangan keahlian khusus dimasukkan ke
Tunjangan Tidak Tetap dalam sistem penggajian dengan syarat dan ketentuan
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi yang besarannya adalah 50%
dari Tunjangan Struktural dilevelnya. Adapun keberadaan tunjangan profesi akan
diberikan berdasarkan hasil uji badan sertifikasi dan akan ditinjau ulang/diuji
setiap 3 (tiga) tahun sekali, untuk diperpanjang atau dihentikan.

Pasal 33
Pajak Penghasilan

1. Pajak penghasilan atas penghasilan bulanan yang diperoleh karyawan ditanggung
dan dibayar oleh Perusahaan.

2. Khusus tenaga ahli, pajak penghasilan ditanggung oleh yang bersangkutan.

Pasal 34
Kenaikan Gaji

1. Kenaikan gaji diberikan dan diatur dalam bentuk sebagai berikut :

a. Kenaikan gaji yang dikaitkan dengan masa kerja karyawan yang besarannya
ditentukan bersama-sama serikat pekerja dan perusahaan sejak PKB ini
ditandatangani.

b. Kenaikan gaji yang dikaitkan dengan prestasi karyawan (Penilaian Berkala).
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c. Kenaikan gaji sebagai penyesuaian tingkat daya beli (inflasi).

d.Kenaikan gaji sebagai peningkatan taraf hidup karyawan disesuaikan dengan
kebutuhan hidup layak.

. Perusahaan secara periodik setahun sekali menaikkan skala Upah ( Gaji Pokok+

Tunjangan-tunjangan ) yang ditinjau pada setiap bulan Januari sesuai data tingkat

inflasi Nasional dan Gaji pada bulan Januari harus sudah sesuai dengan gaji baru

. Ketentuan tentang kenaikan Gaji diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Direksi

Pasal 35
Gaji Selama Sakit

Gaji Karyawan yang tidak masuk bekerja karena sakit, tetap dibayarkan
sebagaimana tertuang dalam Pasal 32.

Jika karyawan tidak masuk bekerja untuk waktu yang lama karena sakit
berdasarkan keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan, maka gaji
karyawan dibayarkan sesuai dengan ayat (1), dan diatur dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. Untuk 4 (empat) bulan pertama sebesar 100%

b. Untuk 4 (empat) bulan kedua sebesar 75%

c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga sebesar 50%

d. Untuk bulan selanjutnya sebesar 25% sebelum pemutusan hubungan kerja
dalam jangka waktu maksimum 4 bulan.

Karyawan yang dinyatakan masih tidak dapat bekerja karena sakit selama 12 (dua
belas) bulan berturut-turut dan/ atau tidak dapat melakukan pekerjaan, hubungan
kerja secara patut diberhentikan sesuai Pasai 172 UU No. 13 Thn 2003,
diberhentikan sesuai dengan Undang-undang No. 13 / 2003 yaitu dengan
pesangon, sebagaimana diatur dalam pasa 72 ayat (21) huruf (a) 1,2.

. Fasilitas lain yang menjadi hak-hak karyawan selama sakit tetap diberikan.

Pasal 36
Tunjangan Bahaya

Perusahaan memberikan tunjangan bahaya bagi karyawan yang bekerja pada
pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi, yang terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari K3LH-SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja)
. Rincian kriteria dan besarnya tunjangan bahaya sesuai ayat (1) diatas diatur
secara tersendiri dengan keputusan Direksi
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Pasal 37
Perangsang Shift

Shift adalah jam kerja yang dilaksanakan secara bergiliran dan teratur menurut
sifat pekerjaan yang ditetapkan ofeh Perusahaan

. Perangsang shift diberikan kepada karyawan yang bekerja pada shift II dan Shift

III yang besarnya akan ditentukan bersama antara perusahaan dan Serikat
Pekerja dan akan ditinjau tiap tahun.

Pasal 38
Upah Dan Kompensasi Lembur

Perusahaan mengeluarkan peraturan mengenai kerja lembur dan pengupahannya.

Dasar perhitungan upah lembur (sesuai PP No. 78 Tahun 2015) yang mengatur hal
tersebut adalah sebagai berikut:
a. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari biasa :
i. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1 % (satu
setengah) kali upah sejam.
ii. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2
(dua) kali upah sejam.
b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari raya
keagamaan diatur sebagai berikut:
i. Untuk setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila hari Raya tersebut

jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja
seminggu harus dibayar sedikitnya 2 (dua) kali upah sejam

ii. Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 jam atau 5 jam apabila hari Raya
tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari
kerja seminggu, harus dibayar upah sebesar 3 (tiga) kali upah sejam.

iii. Untuk jam kerja kedua setelah 7 jam atau 5 jam apabila hari Raya tersebut
jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja
seminggu dan seterusnya, harus dibayar upah sebesar 4 (empat) kali upah
sejam.

Perhitungan upah lembur sejam adalah UU No.13 Th. 2003 Pasal 94:

a. Jika gaji terdiri dari gaji pokok + tunjangan tetap, maka besarnya gaji pokok
sedikit-sedikitnya 75% dari gaji pokok + tunjangan tetap (T-2), Maka dasar
perhitungan upah lembur adalah 1/173 X (Gj.Pokok + Tj.Tetap ).

b. Jika Gaji Pokok < 75% X (Gaji pockok + Tunjangan Tetap (T-2), maka
perhitungan upah lembur adalah 1/173 X { 75% X Gaji pokek + Tj. Tetap ).

. Upah lembur sejam bagi pekerja harian: 3/20 x upah per hari.
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3. Kompensasi lembur diberikan kepada karyawan Eselon III & IV, yang besarnya
diatur dengan Surat Keputusan Direksi dan sebelumnya dimusyawarahkan dan
disepakati bersama antara Perusahaan dan Serikat Pekerja

BAB VII
KESEJAHTERAAN

Pasal 39
Tunjangan Hari Raya

1. Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya keagamaan kepada karyawan,
minimal sebesar 1 (satu) bulan gaji bruto berdasarkan Perundang-Undangan yang
berlaku.

2. Tunjangan Hari Raya keagamaan dibayarkan kepada karyawan selambat-
lambatinya 3 (tiga) minggu sebetum fvari raya.

3. Karyawan tetap yang karena sesuatu hal berhenti bekerja, 1 (satu) bulan sebelum
hari raya, berhak atas Tunjangan Hari Raya. Sedangkan karyawan tidak tetap

yang karena sesuatu hal berhenti bekerja 1 (satu) bulan sebelum hari raya,
berhak atas Tunjangan Hari Raya secara proporsional

THR = Lama Bulan x Gaji Bruto Sebulan
12

4. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan berhak atas
Tunjangan Hari Raya secara proporsional.

Pasal 40
Santunan Dan Asuransi Kecelakaan Kerja/Kematian

1. Disamping Sinoman, Program Dana Pensiun dan BPIS Ketenagakerjaan,
Perusahaan memberikan santunan kepada Karyawan Tetap atau ahli warisnya
datam hal terjadi kematian karyawan, istri/suami, anak, orang tua, mertua.

2. Besarnya santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :

a.Karyawan sendiri sesuai manfaat Asuransi Kematian dengan besar premi
perbulan sebesar 1% (satu persen) dari total : Gaji Pokok + Tunjangan
Senioritas + Tunjangan Keluarga. Dan pembayaran preminya ditanggung
sepenuhnya oleh Perusahaan

b.Disamping ketentuan ayat (1) Ahli waris mendapatkan santunan tambahan
sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

c.Istri / Suami / Anak Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

d.Orang tua / mertua sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu
rupiah)

3. Santunan diberikan maksimal satu minggu setelah surat kematian diberikan ke

perusahaan
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Pasal 41
Insentif

. Perusahaan akan memberikan kompensasi jasa produksi kepada karyawan dalam
bentuk insentif yang besarnya dihitung berdasarkan efisiensi biaya dan percepatan
waktu pelaksanaan order

. Besaran nilai insentif diberikan kepada karyawan secara proporsional dan
transparan sesuai kontribusi karyawan terhadap penyelesaian order

. Insentif diberikan kepada baik perorangan atau kelompok kerja/ unit kerja yang
berhasil mencapai target dan atau yang melakukan efisiensi, yang besarnya diatur
tersendiri dengan Keputusan Direksi

. Perusahaan menerapkan sistem insentif berlandaskan prinsip keadilan dan
transparasi yang mendorong baik secara perorangan atau kelompok kerja bersaing
secara positif

Pasal 42
Bonus

. Perusahaan akan memberikan bonus kepada karyawan apabila perusahaan
memperoleh keuntungan (laba yaitu laba bersih setelah pajak) sesuai hasil Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).

. Bagi karyawan yang melaksanakan pendidikan karena penugasan dan atau seijin
perusahaan dengan meninggalkan pekerjaan secara penuh lebih dari 1 (satu)
bulan maka bonus diberikan secara proporsional.

. Calon karyawan dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak diberikan bonus.

. Karyawan yang sakit, tetap mendapatkan bonus.

Pasal 43
Tunjangan Pendidikan Anak Dan Penghargaan

Perusahaan memberikan tunjangan pendidikan untuk anak sekolah
SD/MI,SMP/MTS, SMA/SMK/MA, hingga Perguruan Tinggi (PT) dengan batas usia
maksimal 23 tahun atau belum menikah dengan dibuktikan surat keterangan
masih menempuh pendidikan masing-masing Rp. 60.000,- (enam puluh ribu
rupiah) perbulan.

Perusahaan memberikan tunjangan pendidikan anak yang akan diberikan pada
bulan Juni dan Desember yang masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus
ribu rupiah).

Selain ketentuan dalam ayat (1), Perusahaan akan memberikan penghargaan
kepada putra/putri karyawan yang mendapatkan Nilai Ebtananas Murni (NEM)
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terbaik (urutan I, II, dan III), untuk tingkatan SD, SLTP, SLTA yang dibagi dalam
Rayon T (untuk wilayah Surabaya + Kantor Cabang) dan Rayon II (untuk
wilayah Pasuruan), sesuai surat keterangan prestasi yag dikeluarkan sekolah
tersebut.

Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut
dengan Surat Keputusan Direksi setelah dimusyawarahkan dan disepakati bersama
antara Perusahaan dan Serikat Pekerja.

. Tunjangan pendidikan dalam Pasal ini adalah tidak termasuk komponen Gaji.

Pasal 44
Olahraga, Kesenian, Rekreasi,
Pembinaan Mental Dan Rohani

Perusahaan menyediakan fasilitas olahraga dan kesenian bagi karyawan untuk :

a. Pada setiap hari Jum'at pagi bersama-sama dianjurkan untuk ikut senam
kesegaran jasmani sebagaimana yang diwajibkan Perusahaan.

b. Menyalurkan Hobby/bakat karyawan.

c. Memberikan variasi dalam kehidupan sehari-hari, menghindarkan kejenuhan
guna meningkatkan produktivitas.

Dalam rangka meningkatkan kegairahan kerja karyawan, Perusahaan memberikan
kesempatan rekreasi setahun sekali kepada karyawan beserta keluarganya, atas
tanggungan Perusahaan, sesuai dengan kemampuan.

Untuk kepentingan peribadatan, khususnya bagi karyawan yang memeluk agama
Islam, Perusahaan menyediakan Mushola.

Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan
ibadah sholat Jumat

Perusahaan akan menyelenggarakan pembinaan rohani secara periodik.

Pasal 45
Makan Siang Dan Ekstra Voeding

Karyawan yang bekerja pada jam kerja akan diberikan 1 (satu) kali makan dan
extra Voeding, dan untuk karyawan yang ditugaskan dengan potensi resiko tinggi
ditambahkan susu kental kaleng.

. Karyawan selama bulan Romadhon diberikan uang pengganti makan dan Extra
Voeding sesuai dengan jumlah hari kehadiran karyawan yang bersangkutan
sebesar nilai makan pada saat itu.

. Besarnya nilai pemberian makan ditetapkan oleh Perusahaan dengan minimal
kandungan 1400 kalori.

- Karyawan yeng karena sifat pekerjaannya memerlukan makan tambahan,
diberikan ekstra fooeding satu kali selama jam kerja. Pemberian ekstra fooeding
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akan diatur sesuai dengan rekomendasi dari K3LH (wajib dilampirkan di PKB ini).

5. Besaran nilai uang makan secara periodik (setiap 6 bulan sekali) akan dilakukan
untuk menetapkan rate satu kali makan, sistem pengelolaan dan pengadaan
makan siang, makan fembur/shift dan ekstra voeding serta kontrol kualitas menu
oleh perusahaan.

6. Nilai uang makan untuk di masing- masing lokasi proyek agar disesuaikan dengan
kebutuhan biaya makan di masing-masing lokasi proyek tersebut dengan
persetujuan Project Manager.

7. Wilayah Surabaya hak makan siang diberikan dalam bentuk innatura sebagaimana
di PT BBI Pasuruan

8. Pelaksanaan dari pasal 45 dapat diberikan dalam bentuk natura atau innatura.

Pasal 46
Koperasi Karyawan

1. Koperasi Karyawan dibentuk dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteran
karyawan.

2. Koperasi karyawan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan sesuai Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

3. Perusahaan mendukung dan memberikan fasilitas kemudahan untuk usaha-usaha
peningkatan koperasi karyawan.

4. Setiap karyawan tetap dianjurkan untuk menjadi anggota koperasi.
5. Perusahaan memprioritaskan pembayaran kepada KOPKAR.

6. Perusahaan memperioritaskan seluruh Kegiatan pendukung Produksi dan jasa
dilaksanakan oleh koperasi Karyawan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 47
Pakaian Dan Sepatu Kerja

1. Setiap tahun kepada karyawan yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun atau
lebih diberikan seragam kerja.

2. Ketentuan tentang pakaian kerja dan sepatu kerja berstandard SNI diatur secara
tersendiri dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48
Poliklinik

1. Dalam rangka pelayanan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan
menjaga kondisi kesehatan karyawan selama jam kerja, Perusahaan menyediakan
poliklinik di setiap unit kerja dengan paramedis dan atau dokter Perusahaan
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Perusahaan menyediakan fasilitas pendukung poliklinik yang siap dan layak pakai
guna menangani keadaan darurat (Emergency).

Tindakan emergency dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan standart P2K3.

Pasal 49
Pinjaman Karyawan

Dalam rangka memelihara ketenangan dan semangat kerja karyawan, Perusahaan
memberikan pinjaman tanpa bunga kepada karyawan untuk keperiuan :

a. Biaya kepemilikan Rumah (KPR), perbaikan fasilitas yang ada.

b. Biaya sekolah/kuliah anak/karyawan.

c. Biaya perhelatan (hajatan)

d. Kebutuhan mendesak (antara lain : biaya melahirkan, biaya operasi dan lain-
lain)

Tata cara pelaksanaan dan besarnya nilai pinjaman karyawan diatur secara

tersendiri dengan Keputusan Direksi setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dan

disepakati bersama dengan Serikat Pekerja.

Pasal 50
Pengobatan Dan Perawatan

System pengobatan karyawan beralih ke Sistem BP]S Kesehatan untuk seluruh
karyawan tetap dan kontrak maksimum bin Juli 2015. Dan untuk karyawan tetap
jika pengobatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Direksi tidak
tertanggung oleh BP]S, maka tetap memberlakukan SK. Direksi sebagaimana
sebelumnya. Dengan kata lain fasilitas kesehatan BPJS karyawan tidak boleh lebih
rendah dari SK. Direksi Perusahaan tentang pengobatan karyawan.

Bagi karyawan tetap dan tidak tetap, diberikan tindakan pertama pada kecelakan
kerja/pengobatan ringan di poliklinik perusahaan.

Perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan “General Check Up” kepada
karyawan tetap yang bekerja pada pekerjaan yang beresiko tinggi (misalnya pada
bidang: welding, foundry / pengecoran, karyawan sandbasting painting, QC
Inspector (RT) guna keperluan sertifikasi) secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali bagi karyawan yang tidak beresiko tinggi minimal satu kali
selama menjadi karyawan.

Biaya pengobatan aiternatif (sangkal putung) akibat kecelakaan kerja Rp
1.000.000,- per 1 X kejadian.

USG anak ke 1,2 dan 3 @ Rp. 165.000,- untuk 2 X dalam per 1 X kehamilan.
Biaya khitan untuk anak karyawan/ti Rp. 400.000,- untuk 1X khitan.
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BAB VIII
PERJALANAN DINAS DAN TUGAS LAPANGAN

Pasal 51
Perjalanan Dinas dan Tugas Lapangan/Detasering

Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas :

a. Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan kepentingan dinas Perusahaan, Pejabat
yang berwenang dapat memerintahkan kepada karyawan untuk melaksanakan
tugas perjalanan dinas.

b. Biaya perjalanan dinas ini berlaku sesuai dengan struktur jenjang jabatan
karyawan yang bersangkutan dan dievaluasi setiap satu tahun sekali.

Ketentuan mengenai Detasering:

a. Berdasarkan kepentingan Perusahaan, Pejabat yang berwenang dapat
memerintahkan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas detasering.

b. Perusahaan menanggung biaya perjalanan dinas dari home base sampai ke
lokasi site.

c. Lama tugas detasering dibatasi sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu dan
selama-lamanya 12 (dua belas) bulan mulai saat tiba dilokasi proyek dan bisa
diperpanjang bilamana diperlukan.

d. Tunjangan tugas lapangan ini berlaku sesuai struktur jenjang jabatan karyawan
yang bersangkutan saat berada dilapangan (SK Direksi). Dengan diberikannya
Tunjangan Lapangan, maka tidak berlaku upah lembur, tunjangan Jabatan di
home based kecuali tunjangan pendidikan tetap diberikan.

e. Setiap penclakan penugasan Tugas Lapangan/detasering {dengan tanpa alasan
yang dibenarkan secara peraturan baik aturan ketenagakerjaan dan atau aturan
perusahaan ) akan dikenakan sanksi sesuai PHDK Perusahaan

. Hal-hal lain yang menyangkut pengaturan Perjalanan Dinas maupun tugas

Lapangan karyawan diatur dengan keputusan Direksi

Evaluasi secara periodik akan dilakukan terhadap besarnya nilai perjalanan dinas
dan atau Tugas lapangan

BAB IX
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN HIDUP DAN 5R

Pasal 52
Pedoman K3LH dan 5R

Untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja, Perusahaan menerapkan dan mensosialisasikan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dapat berupa
pedoman, petunjuk, prosedur, atau peraturan yang wajib ditaati oleh setiap

3
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karyawan.

Perusahaan wajib menyediakan tempat kerja, sistem kerja dan peralatan kerja
yang aman, dan periengkapan keselamatan kerja berupa alat pelindung diri (APD)
sesuai dengan komndisi tempat, dan pekerjaan.

Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Direksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dalam kegiatan usaha Perusahaan wajib memperhatikan kesehatan lingkungan
(Pencemaran lingkungan) baik didalam area Perusahaan maupun sekitarnya.

Perusahaan melaksanakan Program 5R untuk peningkatan produktivitas
Perusahaan.

Untuk dapat menanggulangi kejadian kecelakaan kerja dengan cepat maka
Perusahaan menyediakan alat perlindungan kerja (APD) sesuai kebutuhan seperti
mobil ambulance, tabung gas pemadam kebakaran, locker P3K, poliklinik, dii.

Selama jam Kerja karyawan harus memakai pakaian kerja dan perlengkapan
keselamatan kerja lainnya sesuai dengan tugas dan pekerjaannya dan wajib ikut
serta menjaga keberadaan alat-alat keselamatan kerja di lokasi kerjanya.

BAB X
JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 53
Asuransi Karyawan

Perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan dalam BPIS Ketenagakerjaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban kepesertaannya

Jaminan Sosial Tanaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

b. Jaminan Kematian (IK)

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

d. Jaminan Pensiun (JP)

Perusahaan harus menginformasikan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dari masing-
masing Karyawan minimal 1 (satu) kali dalam setahun dalam bentuk salinan
(copy) statement

Penyakit Akibat Kerja diatur dalam BPJS Ketenagakerjaan yang harus dilaksanakan
oleh perusahaan sesuai SOP SHE dalam setiap pekerjaan karyawan.
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Pasal 54
Program Dana Pensiun

Untuk menjamin kesejahteraan dan kesinambungan penghasilan karyawan dan
keluarganya setelah pensiun, perusahaan mengikut sertakan karyawan tetap
dalam Program Dana Pensiun Karyawan. Dilakukan pengalihan dari DPLK
SIMPONI ke program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan

Besarnya Premi Iuran Jaminan Pensiun (JP) BPJS dihitung berdasarkan PP 45 Th.
2015 tentang penyelenggaraan program pensiun karyawan dengan iuran 2%
beban perusahaan dan 1% beban karyawan atas dasar gaji bruto sesuai dengan
aturan BPJS.

Besarnya saldo dana pensiun DPLK SIMPONI pertanggal 31 Maret 2017, sebesar
9,7% akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan kompensasi hak pensiun
karyawan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

Pasal 55
Filosofi dan Dasar Pembinaan

Pembinaan dan pengembangan Karyawan merupakan kewajiban yang dilakukan
Perusahaan untuk menciptakan, memelihara dan mengembangkan kemampuan
dan produktivitas kerja, meningkatkan motivasi kerja dan disiplinkerja karyawan.

Pembinaan dan pengembangan karyawan berdasarkan pada :
a. Ketentuan dan perundang-undangan yang beriaku;
Visi, misi, falsafah dan sasaran Perusahaan.

Pasal 56
Tujuan Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk:

a.

a o

Menyiapkan karyawan yang profesional (kompeten, handal, dapat dipercaya dan
fokus terhadap target perusahaan)

Memelihara dan mengembangkan motivasi dan ketenangan kerja:

Memelihara dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja;
Menciptakan, memelihara dan mengembangkan sikap dan disiplin kerja serta
kesetiaan/loyalitas kepada Perusahaan;

Memberikan kepastian adanya jenjang karir karyawan
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Pasal 57
Lingkup Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan karyawan meliputi :

a
b

c
d
&

. Pengetahuan, ketrampilan dan keahlian;

Budaya, Etika, Tata tertib dan disiplin;

Pembinaan jasmani dan rohani;

. Untuk memelihara budaya GCG;

Sertifikasi skill sesuai kompetensi bisnis perusahaan.

Pasal 58
Pengembangan Karir Karyawan

. Kepada setiap karyawan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan

diri seluas-luasnya dan mencapai karir setinggi-tingginya sesuai dengan bakat dan
potensinya yang diselaraskan dengan sasaran usaha dan kebutuhan perusahaan

2. Jalur karir diarahkan kepada jalur struktural dan fungsional yang professional

3. Perusahaan menyediakan bentuk-bentuk pengembangan karir melalui Pendidikan,

4,

Pelatihan, Magang Rotasi, Mutasi, kaderisasi yang dilakukan didalam atau diluar
Perusahaan

. Perusahaan menetapkan dan mensosialisasikan job description untuk semua

tingkatan karyawan beserta sistem dan prosedur tertulis

. Ketentuan tentang pengembangan karir karyawan diatur secara tertulis dengan

suatu keputusan Direksi.

Pasal 59
Pengangkatan Pejabat Struktural, Project Manajer

dan Koordinator Teknik

. Perusahaan dalam penentuan pengangkatan pejabat struktural didasarkan pada

sistem pola pengembangan karir yanyg ditetapkan oleh Perusataan

. Perusahaan menetapkan persyaratan jabatan Projek Manager dan Koordinator

teknik dan melakukan seleksi kepada calon-calon pejabat serta pengangkatannya
ditetapkan oleh Perusahaan (Keputusan Direksi)

. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus lebih

mengutamakan profesionalisme, kejujuran, keadilan dan transparansi

Perlu disusun SOP serta dilaksanakan Audit kualifikasi SM, PM, Spv, Kortek, Adm
GA & Finance Project.
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Pasal 60
Kenaikan Eselon/Grade

1) Jenis kenaikan Eselon/ Grade karyawan adalaly:
a. Kenaikan Eselon/ Grade prestasi
b. Kenaikan Eselon/ Grade istimewa (Impassing) adalah khusus untuk pejabat yang
belum memenuhi kepangkatannya secara definitive
c. Kenaikan Eselon/ Grade karena penyesuaian ijasah yang sesuai dengan tugas
dan jabatannya sesuai dengan program perusahaan.

2) Kenaikan Eselon/Grade agar terlebih dahulu dilakukan training

3) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kenaikan Eselon/ Grade diatur secara
tersendiri dengan suatu keputusan Direksi.

Pasal 61
Penilaian Prestasi Karyawan

1. Penilaian kinerja setiap karyawan dilaksanakan secara periodik setiap 1 tahun
sekali.

2.Tata cara penilaian kinerja karyawan diatur secara tersendiri dengan Keputusan
Direksi

3. Penilaian kinerja karyawan dilakukan secara obyektif, dan hasilnya diberitahukan
kepada atasan langsung sebelum penilaian tersebut ditetapkan

4. Penilaian pejabat struktural dilaksanakan setiap 6 bulan dan jika tidak tercapai
sesual target KPT maka yang bersangkutan akan dievaluasi oleh BOD dengan
indikator sebagai berikut:

a. Target RKAP Tahun berjalan.
b.Pencapaian laba usaha (dalam capaian % Laba Usaha) untuk tahun 2019-2022.
c. Target KPI dalam fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Manajemen memberikan alasan (fitback) secara tertulis bilamana terjadi penilaian
karyawan mendapat nilai (C/D).

Pasal 62
Mutasi, Promosi dan Demosi Karyawan

1. Perusahaan karena alasan dan pertimbangannya sewaktu-waktu dapat
memindahkan karyawan dari satu fungsi ke fungsi lainnya demi kebutuhan
perusahaan dengan tanpa mengurangi hak dan gaji karyawan yang bersangkutan,
hal ini berlaku khusus bagi jajaran manajemen, sedangkan untuk jajaran operator
atau pelaksana pemindahan tersebut harus berdasarkan keahliannya

2. Pemindahan sebagaimana tersebut diatas senantiasa dapat dilakukan untuk
kepentingan pengisian kekurangan karyawan pada suatu fungsi dan mengurangi
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kelebihan karyawan pada fungsi lain serta harus diberitahukan kepada pihak yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya dengan disertai surat
(SK) Direksi

3. Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat
dilaksanakan untuk memberikan kesempatan agar karyawan dapat menunjukkan
prestasi yang lebih baik di tempat yang baru

4. Pemindahan dapat dilakukan karena keahlian khusus yang dimiliki karyawan dan
sangat dibutuhkan pada fungsi lain di lingkungan Perusahaan

5. Pemindahan karena mutasi karyawan antar wilayah kerja atas  kehendak
Perusahaan, maka akan diberikan fasilitas yang akan diatur dalam keputusan
Direksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan tertulis dari Serikat Pekerja

6. Rolling (Tour of Duty) karyawan dapat dilakukan dengan memperhatikan prosedur
dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Rolling (Tour of Duty) karyawan
sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh Perusahaan kepada Karyawan yang sudah
bekerja minimum 4 (empat) tahun, dan yang bersangkutan dapat diperpanjang
serta sudah direncanakan kurun waktu bertugas dimasing-masing tempat yang
sudah direncanakan, dalam meningkatkan performance karyawan

/. Demosi adalah pemindahan karyawan ke posisi yang lebih rendah dikarenakan
sanksi / hukuman

8. Pemindahan yang dimaksud dalam ayat (1), (6) dan ayat (7) dilaksanakan
berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Pasal 63
Pemberian Penghargaan

1. Perusahaan memberikan penghargaan bagi karyawan yang telah berjasa kepada
Perusahaan atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa sehingga dapat
menjadi tauladan bagi karyawan lainnya.

2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penghargaan atas :
a. Masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 25 tahun
b. Prestasi dalam bidang operasional
C. Prestasi dalam bidang penelitian dan pengembangan dalam bentuk karya ilmiah
dan dilaksanakan pengujian oleh Tim Penguji

3. Macam-macam dan bentuk-bentuk penghargaan pada ayat (2) akan diatur
terserndiri dengan keputusan Direksi, dengan nitai tidak kurang dari penghargaan
tahun sebelumnya.
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BAB XII
KEWAIJIBAN DAN LARANGAN BAGI KARYAWAN

Pasal 64
Kewajiban Karyawan

Setiap karyawan diwajibkan :
1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1845 dan Amandemennya.
2. Setia dan taat serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perusahaan
3. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Negara Kesatuan RI,
Pemerintah dan Perusahaan, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan
maupun yang berlaku secara umum

4. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung
jawab dan profesionalisme sesuai dengan profesinya

5. Bekerja secara hemat dengan menghindari dari keborosan waktu, bahan, benda
serta alat perkakas kerja, sehingga dapat menunjang program efisiensi yang
dikembangkan oleh Perusahaan

6. Bekerja dengan memperhatikan pedoman-pedoman kesehatan dan keselamatan
kerja dan memakai alat-alat keselamatan kerja

7. Memakai pakaian kerja/pakaian seragam berikut tanda kenal dan
kelengkapannya yang telah ditetapkan secara rapi, bersih dan sopan serta
berperilaku sopan dan hormat kepada atasan serta bersikap ramah dengan
teman sekerja

8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan dan kesatuan
Karyawan Perusahaan serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang
baik

9. Segera melaporkan kepada atasanya, apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan Perusahaan

10. Mentaati segala peraturan, tata tertib, dan pedoman kerja, serta ketentuan jam
kerja dan memanfaatkan seluruh jam kerja secara produktif, baik di kantor
maupun di luar kantor

11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan dengan
seefisien dan sebaik -baiknya

12. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pelanggan, mitra kerja
dan masyarakat menurut kewenangan dan tugasnya sesuai dengan Job-
descripsinya

13. Bertindak dan bersikap tegas, adil, bijaksana
14. Membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas
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15. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap
bawahannya dan mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja

16. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier

17. Saling menghormati antara sesama karyawan yang memeluk
agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

18. Menjadi teladan sebagai karyawan yang baik dalam masyarakat

19. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang
diterima mengenai pelanggaran disiplin

20. Setia, patuh dan taat pada perintah kedinasan dari atasan yang berwenang
sesuai peraturan yang berlaku

21. Melaporkan kepada perusahaan mengenai perubahan status keluarga
(perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian)

22, Melaporkan kepada perusahaan apabila akan melaksanakan perkawinan dengan
sesama karyawan, dan salah satu karyawan harus mengajukan pengunduran
diri secara patut maksimum dalam waktu 1 (satu) bulan

23. Meminta ijin kepada Perusahaan apabila akan melaksanakan perkawinan dalam
status menikah,
24. Meminta ijin kepada perusahaan apabila akan melaksanakan perceraian

. Setiap karyawan wajib merasakan ikut memiliki Perusahaan dan bertanggung

jawab atas kelestariannya dengan berusaha wuntuk ikut memajukan,
mengamankan, dan menjaga nama baik Perusahaan
Pasal 65
Larangan Karyawan

Setiap karyawan dilarang:

1.
2.

Menyalahgunakan wewenang sesuai Job-Descripsinya.

Melakukan perbuatan berupa tingkah laku, sikap atau tindakan yang mengandung
unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang menyimpang dan atau bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya

. Menyalahgunakan Perusahaan, jabatan, dan sarana/fasilitas Perusahaan yang

dipercayakan kepadanya, untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau
keluarganya, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan Perusahaan

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang -
barang, dokumen, harta atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak
sah

Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sekerja, bawahan, atau orang lain
didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,

s
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golongan, atau pihak lain yang secara langsung merugikan perusahaan

6. Melakukan tindakan yang bersifat membalas dendam terhadap atasan, teman
sekerja, bawahan atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja

7. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat
Perusahaan

8. Bertindak sewenang-wenang atasan terhadap bawahan dan / atau sebaliknya

9. Sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat
menghalangl atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingge
mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani

10.Menghalangi kalancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan

11.Membocorkan atau memanfaatkan rahasia perusahaan yang diketahui karena
kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan, atau pihak lain

12.Menjadi pengurus, pengawas dan karyawan dari badan usaha sejenis atau tidak
sejenis dengan perusahaan atau merupakan pemasok bagi perusahaan

13.Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan
tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

14.Menyebarken tufisan/ gembar, yang menyerang kebijakan danm kewajiban
pemerintah/ perusahaan, maupun yang bersifat iseng

15.Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan perusahaan yang bukan
merupakan tugas tanggung jawab atau wewenangnya dalam waktu kerja maupun
di luar jam kerja

16.Memberikan hadiah berupa uang, barang atau fasilitas perusahaan kepada relasi,
langganan atau pihak lainnya tanpa persetujuan pimpinan yang berwenang

17.Tanpa ijin pemerintah/ perusahaan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
asing

18.Setiap karyawan tanpa memandang pangkat dan jabatan yang dipangku,
termasuk pimpinan perusahaan tidak dibenarkan memiliki/mempunyai /melakukan
kegiatan usaha pribadi yang serupa/sejenis/atau ada kaitannya dengan kegiatan
usaha yang dilakukan perusahaan

19.Memberikan keterangan-keterangan khususnya yang menyangkut pribadi
karyawan dan keluarganya yang bersifat menghasut, memfitnah, dan sebagainya
yang diperkirakan akan dapat menjerumuskan Pimpinan, karyawan dalam evaluasi
dan atau keputusannya

20.Melakukan aktifitas usaha untuk kepentingan pribadi atau golongan selama jam
kerja
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21.Melakukan tindakan asusila dg teman sekerja baik di dalam atau di luar

perusahaan

BAB XIII
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 66
Dasar Pemberian Hukuman Disiplin

Perusahaan memberikan hukuman disiplin kepada karyawan yang melakukan pelanggaran
disiplin karyawan dan atau tidak melaksanakan kewajiban dengan berpedoman pada Peraturan
Hukuman dan Disiplin Karyawan (PHDK) dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 67
Tingkat dan Jenis Pelanggaran Disiplin

1, Pengertian Pelanggaran Disiplin

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan karyawan yang melanggar ketentuan tentang
kewajiban dan larangan adalah pelanggaran disiplin.

da. Yang dimaksud dengan ucapan adaiah setiap kata-kata yany diucapkan
dihadapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah,
diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya

b. Yang dimaksud dengan tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan
secara tertulis, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar,
karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu

c. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan
memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan,
menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan
untuk melanggar ketentuan tentang kewajiban dan larangan

2. Pelanggaran disiplin menurut tingkat dan jenis, sesuai dengan sifat dan berat ringan
pelanggaran yang diperbuat meliputi:

a. Petanggaran Ringan
b. Pelanggaran Sedang
c. Pelanggaran Berat

d. Pelanggaran Sangat Berat
3. Beberapa Jenis Pelanggaran disiplin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah
termaktub dalam Peraturan Hukuman Disiplin karyawan yang masih berlaku.
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Pasal 68
Sanksi Disiplin
Prosedur Pelaksanaan Sanksi Disiplink mengacu pada Peraturan Hukuman Disiplin
Karyawan, yang masih berlaku (SK. 307/Kpts.Dir./1991)

Pasal 69
Skorsing

1. Sanksi berupa surat peringatan pertama, kedua, ketiga (SP I, SP II, SP III) dan
Skorsing sementara, masing-masing diberi batas waktu berlaku selama 3 (tiga)
bulan dan dengan disertai surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran
baik serupa atau tidak, dan jika mengulangi bersedia diberikan sanksi PHK sesuai
dengan PHDK

2. Surat Peringatan pertama, kedua, ketiga (SP I, SP II, SP III) dikeluarkan oleh fungsi
personalia, sedangkan untuk menentukan lamanya waktu skorsing sementara
ditetapkan bersama antara fungsi personalia dengan Serikat Pekerja. Waktu
berlakunya skorsing paling lama 3 (tiga) bulan, (UU No.13 Th 2003 Pasal 161 ayat
2)

3. Selama karyawan menjalani skorsing sementara mendapatkan upah sebesar 50%
(lima puluh perseratus) dari gaji take home pay sebulan dimaksud untuk pembinaan
karyawan untuk lebih baik

4. Skorsing dalam rangka Pemutusan Hubungan Kerja, berlangsung sejak perusahaan.
mengajukan ijin Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial,
dan mendapatkan gaji sebesar 75% dari Take Home Pay tiap bulan, paling lama 6
(enam) bulan dan selebihnya akan diatur dan ditentukan oleh Pengadilan Hubungan
Industrial

BAB XIV
KELUH KESAH

Pasal 70
Penyelesaian Keluh Kesah Dan Pengaduan

1. Penyampaian aspirasi keluh kesah melalui cara musyawarah dan kekeluargaan
untuk mencapai mufakat

2. Perusahaan bertekad bahwa setiap keluh kesah dan pengaduan seorang karyawan
akan diselesaikan secara adil dengan secepat mungkin
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Pasal 71
Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah

. Setiap keluh kesah dan pengaduan diselesaikan dan dibicarakan dengan atasan
fangsungnya

. Apabila hasilnya belum memuaskan, keluhan dan pengaduan dapat diteruskan
kepada atasan yang lebih tinggi, dengan sepengetahuan atasan langsung

. Apabila prosedur tersebut tidak memuaskan, dapat meneruskan keluhan dan
pengaduan melalui Serikat Pekerja, dan akan diselesaikan antara Serikat Pekerja
dengan Perusahaan

. Perusahaan akan menyelesaikan dengan Serikat Pekerja setiap keluhan Karyawan
yang menjadi anggotanya, baik yang diajukan langsung kepada Perusahaan
maupun melalui Serikat Pekerja setelah prosedur penyelesaian keluh kesah sudah
ditempuh

. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja
penyelesaiannya ditentukan melalui perosedur penyelesiaan perselisihan menurut
ketentuan perundangan yang mengatur tentang itu dan masih berlaku
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PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 72

Ketentuan Umum, Prosedur dan Ketetapan Uang Pesangon,
Uang Penghargaan, Uang Ganti Rugi dan Uang Pisah

1) Prosedur pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dilakukan dengan
berpedoman pada Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 beserta
peraturan perubahannya (bila ada) dan peraturan pelaksanaannya

2) Setiap pemutusan hubungan kerja harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Hubungan
Industrial baik untuk pemutusan hubungan kerja perorangan maupun pemutusan
hubungan kerja missal.

Hubungan kerja berakhir demi hukum karena ;

a) Selama masa percobaan, karyawan berhenti sendiri atau diberhentikan
perusahaan setiap saat.

b) Karyawan mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
c) Karyawan telah mencapai usia Pensiun / purna bakti.
d) Karyawan meninggal dunia.

e) Perusahaan tutup atau perubahan status perusahaan.
f) Rasionalisasi jumlah karyawan.

g) Karyawan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut dalam Bab XIII
tentang Hukuman Disiplin.

h) Karyawan karena sakit tidak bisa melakukan kewajiban kerjanya berdasarkan
surai keterangan dokter selama lebih dari 12 (dua belas) bulan terus - menerus
dan/atau sesuai Pasal 25

i) Karyawan menjadi anggota Legislatif.
j) Karyawan menjadi anggota Direksi

3) Perusahaan dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi
pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembinaan terhadap pekerja yang
bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan
langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 beserta perubahannya (bila ada)

4) Perusahaan memberikan surat keterangan pengalaman bekerja kepada karyawan
yang telah putus hubungan kerjanya, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
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5) Bila pekerja bermaksud akan memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan, yang

6)

7)

8)

9)

bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan selambat-
lambatnya:

a. 30 (tiga puluh) hari bagi pekerja eselon V1, Vv, IV dan I

b. 60 (enam puluh) hari bagi pekerja eselon II dan I

Bilamana karyawan tidak memenuhi ketentuan ayat (5), maka Perusahaan akan
memberiakukan pasal 162 Undang-undang No. 13 tahun 2003 dengan uang pisah
sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Uang kompensasi PHK, akan diberikan perusahaan kepada pihak yang bersangkutan
paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak ijin/pengukuhan PHK diterima yang
bersangkutan atau setelah ada SKept Direksi, apabila Perusahaan belum mampu
menyelesaikan kewajibannya

Bagi Karyawan yang telah di PHK cleh Perusahaan sebelum PKB ini diberlakukan,
sedangkan hak-haknya belum diberikan secara penuh, maka Hak yang bersangkutan
diakui sebagai Hutang Perusahaan dan akan diselesaikan sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku, terutama adanya pengembangan atas hutang tersebut.

Uang Pesangon / Uang Penghargaan Masa Kerja / Uang Penggantian Hak

a) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan diwajibkan membayar
Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian

Hak yang seharusnya diterima.
b) Perhitungan Uang Pesangon paling sedikit sebagai berikut :
1) Masa kerja kurang dari 1 tahun bulan upah
2) Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun bulan upah
3) Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun bulan upah

4) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun bulan upah

6) Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun bulan upah
7) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun bulan upah

bulan upah

1
2
3
4
5) Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun : 5 bulan upah
6
7
8) Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun 8
9

bulan upah

9) Masa kerja 8 tahun atau lebih
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c) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagai berikut :
1) Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun : 2 bulan upah
2) Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun . bulan upah
3) Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun : bulan upah
5) Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun : 6 bulan upah

bulan upah

3
4

4) Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun : 5 bulan upah
6
6) Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun : 7
8

7) Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun : 8 bulan upah

8) Masa kerja 24 tahun atau lebih : 10 bulan upah

d) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :

1) Cuti (Tahunan dan Cuti Besar) yang belum diambil dan belum gugur.

2) Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ketempat dimana
karyawan diterima bekerja

3) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % (lima
belas prosen) uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

e) Golden Shake Hand sebagaimana ketentuan dalam Tabel 01

10) PHK Selama Masa Percobaan
1) Dapat dilakukan setiap saat baik atas permintaan karyawan atau perusahaan.

2)yKaryawan tidak berhak mendapatkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa
Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima, kecuali upah
terakhir selama karyawan bekerja.

11) PHK Atas Kemauan Sendiri

(1) Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus memenuhi
syarat :

1. Mengajukan permohonan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal mulai pengunduran diri.

2. Tidak terikat dalam Ikatan Dinas
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3. Menyerahkan tugas-tugas dan dokumen yang menjadi tanggung jawabnya
kepada atasannya

(2) Karyawan berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak yang besarannya
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d), sesuai ketentuan
dalam Tabel 01.

(3) Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak memenuhi syarat
sebagaimana angka (1) berhak mendapatkan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan
dalam Tabel 01.

12) PHK Purna Bakti / Pensiun Normal

(a) Karyawan vyang putus hubungan kerjanya karena Purna Bakti berhak
mendapatkan :

(1)Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9)
huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (¢) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01.

(2)Insentif dan Bonus untuk tahun berjalan secara proporsional, yang
dibayarkan pada saat pemberian  Insentif dan Bonus pada tahum
berikutnya.

(3)Hak atas manfaat Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

{#)Hak — hak fain yang belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan
dan peraturan yang berlaku.

(b) Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena purna bakti/Pensiun Normal
mendapatkan penghargaan sebagai jasa pengabdian kenaikan pangkat 1
{satu) grade lebih tingagi.

(c) Saldo dana pensiun DPLK SIMPONI pertanggal 31 Maret 2017, sebesar 9,7%
akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan kompensasi hak pensiun
karyawan, sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat (3).
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13) PHK Purna Pensiun Dini

(a) Karyawan vyang putus hubungan kerjanya karena Pensiun Dini berhak
mendapatkan :

(1)Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9)
huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01. dengan masa kerja sesuai masa kerja pada saat
karyawan yang bersangkutan mengajukan Pensiun Dini.

{2yInsentif dan Bonus untuk tahun berjalan secara proporsional, yang
dibayarkan pada saat pemberian Insentif dan Bonus pada tahun
berikutnya.

(3)Hak atas manfaat Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)Hak - hak lain yang belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan
dan peraturan yang berlaku.

(b) Syarat pengajuan Pensiun Dini adalah sudah mencapai usia minimal 45
tahun dengan minimal masa kerja 21 tahun.

(d) Saldo dana pensiun DPLK SIMPONI pertanggal 31 Maret 2017, sebesar 9,7%
akan menjadi faktor pengurang dalam perhitungan kompensasi hak pensiun
karyawan, sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat (3).

14) PHK Karena Meninggal Dunia

a) PHK karena meninggal dunia disebabkan kecelakaan kerja, kepada ahli
waris yang sah menurut hukum berhak mendapatkan :

1. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9)
huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand sesuai
ketentuan dalam Table 01, dengan masa kerja diperhitungkan sama dengan
bitamana karyawan yang bersangkutan purna bakti.
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2. Insentif untuk tahun berjalan secara proporsional, yang dibayarkan pada
saat pemberian insentif pada tahun berikutnya.

3. Hak - hak lain yang belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan dan
peraturan yang berlaku.

b) PHK karena meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, kepada ahli

waris yang sah menurut hukum berhak mendapatkan :

1. Uang Pesangon sebesar 2 ( dua ) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (2)
huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (3) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01, dengan masa kerja sesuai masa kerja pada saat
karyawan yang bersangkutan meninggal dunia.

2. Insentif untuk tahun berjalan secara proporsional, yang dibayarkan pada
saat pemberian Insentif dan Bonus pada tahun berikutnya.

3. Hak - hak lain yang belum dibayarkan, dan sesuai dengan kesepakatan dan
peraturan yang berlaku.

¢) Perusahaan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 ( satu ) grade lebih

tinggi kepada karyawan yang meninggal dunia.

15) PHK Karena Perubahan Status Perusahaan Atau Relokasi/Merger

a) Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena perubahan status perusahaan,

b)

atau perubahan pemilikan perusahaan sebagian atau seluruhnya atau
perusahaan pindah lokasi dan perusahaan tidak bersedia menerima
karyawan dengan alasan apapun, maka karyawan berhak mendapatkan UYang
Pesangon sebesar minimal 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf
(b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Minimal 2 (dua) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand sesuai
ketentuan dalam table 01.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena relokasi/Merger oleh
pemegang saham / pemerintah, maka khusus bagi karyawan yang tidak
bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja, maka kepada karyawan
dibayarkan Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat
(9) huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai
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ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d), dan Golden Shake Hand berpedoman
pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel
01.

16) PHK Karena Perusahaan Pailit / Tutup

Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena Perusahaan dinyatakan
pailit/Tutup dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka karyawan berhak mendapatkan Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1
(satu) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak
sesuai ketentuan Pasal 72 avat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand sesuai
ketentuan dalam table 01.

17) PHK Karena Efisiensi

a)

b)

Dalam hal pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan tutup
bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan
karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan
efisiensi, maka karyawan berhak mendapatkan Uang Pesangon sebesar
minimal 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), Uang
Penghargaan Masa Kerja minimal sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal
72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 72
ayat (9) huruf (d), dan Golden Shake Hand berpedoman pada ketentuan
Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja karena efisiensi tidak dapat
dihindarkan, maka sebelumnya perusahaan harus melakukan upaya sebagai
berikut :

1. Tidak memperpanjang kontrak kerja bagi tenaga kontrak yang sudah habis
masa berlakunya.

Membatasi / menghapuskan kerja lembur.
Mengurangi jam kerja.

Mengurangi hari kerja.

M R B

Mengurangi shift.

6. Meliburkan atau merumahkan karyawan secara bergilir untuk sementara

wakty.
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#i

Dalam keadaan terpaksa mengurangi upah dan fasilitas setelah dibicarakan
dengan SP PTBBI.

18) PHK Karena Karyawan Diangkat Sebagai Anggota Legislatif / Eksekutif

1. Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena diangkat sebagai anggota
Legislatif / Eksekutif berhak diberlakukan sebagai karyawan
mengundurkan diri.

2. Insentip untuk tahun berjalan secara proporsional, yang dibayarkan pada

saat pemberian Insentif dan Bonus pada tahun berikutnya.

3. Hak atas manfaat Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19) PHK Karena Karyawan Diangkat Sebagai Anggota Direksi

a)

b)

Karyawan yang diangkat menjadi Direksi BUMN, baik BUMN tempat yang
bersangkutan bekerja maupun BUMN lain setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah RI No. 45 Th. 2005 tertanggal 25 Oktober 2005, maka yang
bersangkutan pensiun sebagai karyawan ( PHK Purma Bakti ) dengan pangkat
tertinggi.

Sebagai penghargaan kepada karyawan yang diangkat sebagai Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, diberikan pensiun ( purna
bakti ) dengan masa kerja diperhitungkan sama dengan bilamana karyawan
yang bersangkutan purna bakti/Pensiun Normal, dengan menerima hak - hak
sesuai Pasal 72 ayat (9) huruf (b),(c),(d) dan hak MPP yang bersangkutan
diganti dengan pembayaran sekaligus dan Golden Shake Hand berpedoman
pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam
Tabel 01.

20) PHK karena Kesalahan dan Pelanggaran Tata Tertib

a) Dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, karena :

1) Tetah melakukan kesalahan berat seperti tersebut datam Bab XIIT /
PHDK tentang Hukuman Disipiln, yang didukung dengan bukti :

1.a.Tertangkap tangan,
1.b. Ada pengakuan dari karyawan yang bersangkutan,
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1.c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang
berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2
(dua) orang saksi ;

maka kepada karyawan yang bersangkutan diberikan Uang Penggantian
Hak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan
Golden Shake Hand berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf
(e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01. dan/atau hak - hak lain sesuai
Putusan Pengadilan / Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial ( LPPHI )

2) Tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah ( mangkir ) atau
meninggalkan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-
turut dan telah dipanggil oleh Pimpinan sebanyak 2 (dua) kali secara patut
dan tertulis, maka kepada karyawan yang bersangkutan dikualifikasikan
mengundurkan diri dengan diberi-kan Uang Penggantian Hak yang
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden
Shake Hand sesuai ketentuan pada tabel 01.

b) Pelanggaran tata tertib kerja perusahaan dalam PKB ini selain tersebut pada

a)

huruf (a) angka (1) ini setelah karyawan yang bersangkutan diberikan surat
peringatan sebanyak 3 ( tiga ) kali secara berturut-turut, maka karyawan yang
bersangkutan diberikan Uang Pesangon sebesar 1 ( satu ) kali dari ketentuan
Pasal 72 ayat (9), huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 ( satu )
kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Uang Penggantian Hak
sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d).

Karyawan dapat mengajukan PHK ke PHI apabila manajemen
melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Karyawan;

2. Membujuk dan/atau menyuruh Karyawan untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

3. Tidak membayarkan gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Karyawan;

5. Memerintahkan  Karyawan untuk melaksanakan pekerjaan di luar
yang diperjanjikan;
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6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan,
kesehatan, dan kesusilaan Karyawan, sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja atau Peraturan yang berlaku..

maka karyawan yang bersangkutan diberikan Uang Pesangon sehesar 2
(dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9), huruf (b), Uang Penghargaan
Masa Kerja sebesar 1 ( satu ) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c)
dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf {d)

21) PHK karena Karyawan Sakit Berkepanjangan

a) PHK dapat dilakukan kepada Karyawan yang sakit akibat kecelakaan kerja
atau sakit bukan akibat kerja setelah waktu 12 (dua belas) bulan terus
menerus dan dinyatakan tidak dapat bekerja sesuai rekomendasi Dokter
yang ditunjuk Perusahaan dengan ketentuan :

1)y Karyawan  yang  putus  hubungan  kerjanya  karena  sakit
berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan kerja sebagaimana angka
(21) huruf (a) berhak mendapatkan Uang Pesangon sebesar 2 (dua)
kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (b), Uang Penghargaan
Masa Kerja sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf
(c) dan Penggantian Hak dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan
Golden Shake Hand berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9)
huruf (e) atau sesuai ketentuan dalam Tabel 01

2) Karyawan yang putus hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan,
bukan akibat kecelakaan kerja sebagaimana angka (21) huruf (a) berhak
mendapatkan Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal
72 ayat (9) huruf (b), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu)
kali dari ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (c) dan Penggantian Hak dari
ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (d) dan Golden Shake Hand
berpedoman pada ketentuan Pasal 72 ayat (9) huruf (e) atau sesuai
ketentuan dalam Tabel 01

22) PHK karena Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja

Perusahaan dapat menawarkan kepada karyawan vyang berdasarkan penilaian
kinerja masuk dalam kategori tidak efisien atau tidak produktif, untuk melakukan
Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan tetap berpedoman pada
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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23) Pembayaran Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian
Hak

a) Pembayaran Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak
sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (9), huruf (b),(c),(d) dan (e) harus
dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat pada hari kerja terakhir
sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan.

b) Dalam hal perusahaan tidak dapat memenuhi sesuai huruf (a) diatas, maka
perusahaan berkewajiban melaksanakan pembayaran dalam kurun waktu
6 (enam) bulan dengan ketentuan selama dalam jangka waktu masa
penundaan tersebut, kepada karyawan diberikan kompensasi penundaan atas
hak yang diperoleh sebesar pengembangan nilai deposito dari saldo
pesangon.

22) Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja

a) Prosedur pemutusan hubungan kerja ditempuh sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku.

b) Setiap pemutusan hubungan kerjia karena efisiensi perusahaan harus
memberitahukan secara tertulis kepada SP PTBBI sekurang-kurangnya 1
(satu) bulan sebelum pelaksanaan dan kepada karyawan yang bersangkutan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

c) Segala hutang piutang harus diselesaikan oleh perusahaan dan karyawan
yang bersangkutan sampai dinyatakan resmi putus hubungan kerjanya.

vl
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Pasal 73

Usia Pensiun Normal Dan Masa Persiapan Pensiun

1. Usia Pensiun Normal (UPN) Karyawan adalah 56 (lima puluh enam) tahun, tentang
Usia Pensiun Normal)

2.Bagi Karyawan yang memasuki UPN (Usia Pensiun Normal) Perusahaan
memberikan Masa Persiapan Pensiun (MPP) / Masa pembebas tugasan selama 6
(enam) bulan untuk masa kerja kurang dari 15 tahun dan Masa Persiapan Pensiun
(MPP) / Masa pembebas tugasan selama 12 (dua belas) bulan untuk masa kerja
lebih dari 15 tahun dengan tetap mendapat penghasilan berupa gaji pokok di
tambah Tunjangan Tetap (T2) dan fasilitas pengobatan terhitung sebelum yang
bersangkutan memasuki Usia Pensiun Normal (UPN), dan status (MPP) wajib
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dijalani oleh setiap karyawan

3.Jika perusahaan membutuhkan karyawan yang dimaksud, harus di perhitungkan
hak-hak karyawan secara profesional (non-struktural) dengan nilai sesuai
kesepakatan, dengan persyaratan assesmen piliak ke-3.

4.Perusahaan memberikan pelatihan kewirausahaan bagi karyawan yang memasuki
usia Masa Persiapan Pensiun (MPP)

5. Perusahaan dapat memberlakukan program Pensiun Dini dengan minimal umur
karyawan 45 (empat puluh lima) tahun. Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
Sesuai instruksi Perusahaan.

6.Hak-hak mengenai Pensiunan Dini diatur sesuai UU tenaga kerja No.13 Tahun 2003.
Dengan masa kerja minimal 20 tahun dan dirundingkan dengan Serikat Pekerja

7. Pajak PPh atas kompensasi PHK, diatur sesuai UU Perpajakan yang berlaku.

BAB XVI
MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

Pasal 74
Masa Berlaku Perjanjian Kerja Bersama
Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan

Desember 2021 dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak berlaku selama 2 (dua)
tahun.

Pasal 75
Perubahan Perjanjian Kerja Bersama

1. Perjanjian Kerja Bersama ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu bila
dianggap perlu, dan disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam
Perjanjian ini.

2. Setiap perubahan dari Perjanjian Kerja Bersama ini harus melalui tahap
perundingan dan musyawarah antara kedua belah pihak

3. Perusahaan dan Serikat Pekerja wajib memberitahukan kepada anggotanya/seluruh
karyawan mengenai setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Bersama ini

4. Apabila ada hal-hal yang belum tercantuny datam Perjanjian Kerja Bersama ini dan
dipandang perlu untuk dimasukkan/ditambahkan akan diadakan perbaikan berupa
addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 76
Perpanjangan Kesepakatan Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
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BAB XVII
MASA PERALIHAN

Pasal 77
Masa Peralihan

1. Hal-hal yang menyangkut penyelesaian permasalahan tentang tenaga kerja yang
belum tercantum dalam PKB ini, kedua belah pihak wajib menyelesaikannya atas
dasar perjanjian bersama dan saling menguntungkan

2. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam PKB ini, tetapi telah ditentukan Perusahaan
yang sudah berlaku, tetap diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan PKB ini

3. Ketentuan Perusahaan vyang lama masih tetap berlaku sampai dengan
dikeluarkannya ketentuan yang baru

4. Semua Ketentuan Direksi yang merupakan Peraturan pelaksanaan dan penjabaran
lebih lanjut dari isi PKB ini dimusyawarahkan dengan pengurus Serikat Pekerja

Pasal 78
Penandatanganan Kesepakatan Kerja Bersama
Yang berwenang menanda tangani Perjanjian Kerja Bersama ini selaku pihak Perusahaan

adalah Direktur Utama PT BBI sedangkan dari pihak Serikat Pekerja yang berwenang adalah
Ketua dari Serikat Pekerja, yaitu Ketua Umum SP PT BBI

Pasal 79
Tempat Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani di tempat yang disepakati bersama oleh kedua
belah pihak

Pasal 80
Ketentuan Penutup

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat dan disepakati serta ditandatangani oleh
kedua belah pihak dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Tenaga Kerja Propinsi
Jawa Timur

2. Perusahaan harus memperbanyak/mencetak Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini
dalam bentuk buku saku untuk dibagikan secara Cuma-Cuma kepada setiap
karyawan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya PKB ini, agar semua
karyawan dapat memahami dan menghayati serta melaksanakannya

3. Buku Perjanjian Kerja Bersama ini disampaikan pula kepada instansi yang
berkepentingan
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. Dengan berlakunya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, maka ketentuan lain yang
berlaku sampai dengan saat ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan catatan
bilamana terdapat Ketentuan yang nilainya lebih rendah dari ketentuan yang
terdahulu, maka diberlakukan yang lebih tinggi nilainya dan menguntungkan bagi
karyawan

. Hal-hal lain yang menyangkut karyawan akan diatur secara tersenriri dengan
Keputusan Direksi

. Bilamana terjadi kesalahan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja bersama (PKB) ini,
akan diselesaiakan secara musyawarah bipartite dan bila tidek tercapai
kesepakatan, kedua belah pihak akan menyerahkan kepada Kantor Tenaga Kerja
Propinsi Jawa timur, dan jika timbul masalah keperdataan akan diselesaikan ke
Pengadilan negeri Surabaya

. PKB ini mulai mengikat Perusahaan dan Serikat Pekerja sejak tanggal ditandatangai
oleh kedua belah pihak dan dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, berlaku
sejak ditandatanganina PKB ini

. Lampiran-lampiran yang mendukung PKB ini merupakan bagian yang tidak
terpisahakan dari PKB

. Semua aturan yang ada didalam PKB sebelumnya tetap berlaku selama belum
disahkannya PKB yang baru dengan jangka waktu selama 1 {satu) tahun setelah
masa berakhirnya PKB sebelumnya
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PERWAKILAN TIM PERUNDING
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)

PERIODE TAHUN 2017-2019

1. Tim Perunding
a) Wakil Dari Manajement

[ No. Nik Nama Sebagai
| 1 193.1423 | Budi Anfa ] Ketua
2 |89.1249 | Imam Tabi'in Wakil Ketua
3 | 11.2482 | Arie Safitr Sekretaris
4 | 91.1490 | Moch. Subekti Anggota
5 190.1435 | Bumbang Ribut _ Anggota
6 1 90.1386 | Aqus Hasanudin Anggota |
7 | 92.1568 | A.S. Ananta Anggota
8 | 94.1703 | | Kade Suarsa Ariadi Anggota
9 [93.1654 | Nanang Widy Prasetyo B Anggota
10 | 83.0766 | Etty Nurtiningsih Anggota
11 | 92.1561 | Samsuri Anggota

b) Wakil Dari Serikat Pekerja SP PT BBI :

No. Nik Nama Sebagal |
I | 90.1421 | Supriyanto Ketua "
2 1 93.2139 | Edy Purwanto | Wakil Ketua
3 | 96.2285 | Arifin Anggota
4 [97.2186 | M.S Hanafy Anggota
S | 90.1435 | Lamino Anggota |
6 | 90.1386 | Manfaat Anggota
7 192 1548 | Rofi'udin Anggota
8 | 94.1703 | lfan Susanto Anggota
9 | 93.1654 | Sutrisno B. Anggota
10 | 11.2500 | Rico Alvino Kurniawan Anggota
11 | 12.2553 | Ramodya Pradigdo , Anggota
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PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANIIAN KERJA BERSAMA {(PKB)
PT BOMA BISMA INDRA (PERSERO)
PERIODE TAHUN 2020-2021

Surabaya, Desember 2019
Pihak Manajemen __ Pihak Serikat Pekerja |
SP PT BBI
£
YOYOK HADI SATRIYONO SUPRIYANTO
Direktur Utama | Ketua Umum
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